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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji  syukur  penulis  hanturkan  kehadirat  Allah  SWT,  atas 
rahmat  dan  hidayah-Nya,  sehingga penulis dapat menyelesaikan 
segenap rangkaian proses penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi 
ini. Salam  dan  shalawat  kepada  junjungan  Nabi  besar  Muhammad 
SAW.  Karena  berkat  perjuangan  beliau  sehingga  mampu  menerangi 
semua  sisi-sisi  gelap  kehidupan  jahiliyah  dan  mengantar  cahayanya 
hingga  detik  ini.  Semoga  teladan  beliau  dapat  menjadi  arah  kita  
dalam menjalani kehidupan fana ini. 
Penulisan  skripsi  ini  dengan judul “Peranan Lembaga 
Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan 
Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”.  Skripsi  ini  merupakan  
salah  satu  tugas  dan persyaratan  yang harus  dipenuhi dalam  
menyelesaikan pendidikan pada jenjang  Strata Satu (S1) untuk 
memperoleh gelar sarjana  pada  Program Studi Ilmu Pemerintahan, 
Departemen ilmu Politik  dan ilmu Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  
dan  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin. 
Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk 
mengetahui dan menggambarkan peranan lembaga kemasyarakatan 
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dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
dalam pembangunan fisik di Kelurahan Toro. Dalam penyusunan skripsi 
ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, dan masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya 
masukan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun untuk 
perbaikan dan penyempurnaan. 
Proses penulisan skripsi ini berawal dari proposal penelitian hingga 
pengolahan  data  melalui  usaha  keras  dan  giat  dan  banyak  
melibatkan pihak  yang  sangat  memberi  andil  besar  pada  penulis.  
Oleh  karena  itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, ibunda Hj. 
Endang dan ayahanda H. Djumari yang senantiasa memberi semangat 
dan dukungannya baik itu dukungan moral maupun secara financial dalam 
kelancaran studi penulis. Terima kasih atas jasa-jasa dalam 
perjuangannya mendidik dan membesarkan penulis. Berkat kekuatan doa 
yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai 
kemudahan disegala urusan. Semoga mereka diberi kesehatan dan 
perlindungan oleh Allah SWT, serta memberikan kebahagian yang tiada 
tara di dunia maupun di akhirat kelak. 
Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan 
hormat penulis haturkan kepada :  
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1. Ibu Prof.  Dr.  Dwia  Ariestina  Pulubuhu,  M.A.,  sebagai  Rektor 
Universitas Hasanuddin Makassar.  
2. Bapak Prof. Dr. Alimuddin Unde M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin  beserta  seluruh 
stafnya. 
3. Bapak  Dr.  H.  A.  Samsu  Alam,  M.Si  Selaku  Ketua Departemen  
Ilmu Politik Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh stafnya. 
4. Ibu  Dr.  H.  Nurlinah,  M.Si  selaku  Ketua  Program  Studi  
Pemerintahan FISIP UNHAS. 
5. Bapak  Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.  selaku  pembimbing  I  
penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing 
dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
6. Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si.   selaku  pembimbing  II  yang 
senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan    
memberikan  arahan, saran dan kritikan kepada penulis serta sebagai 
Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di 
Universitas Hasanuddin. 
7. Kepada para penguji penulis mulai dari ujian proposal hingga ujian 
skripsi, Ibu Dr. H. Nurlinah, M.Si., Ibu Hj. Rabinah Yunus M.Si.,  dan 
Bapak Dr. H. Suhardiman S.Sos, M.Si., terima kasih masukan dan 
arahannya. 
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, 
Bapak  Prof. Dr. H. A. Gau Kadir,  M.A., Bapak  Prof. Dr. H. Juanda 
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kasih  yang sebesar-besarnya  penulis  haturkan  atas  bantuan  dan  
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jika  penulis telah  banyak  melakukan  kesalahan  dan  kekhilafan,  baik  
dalam  bentuk ucapan  maupun  tingkah  laku,  semenjak  penulis  
menginjakkan  kaki pertama  kali  di  Universitas  Hasanuddin  hingga  
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Fitria Nadhifa Nomor pokok E121 13514, Program  Studi Ilmu 
Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Hasanuddin, menyusun skripsi dengan 
judul: “ Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di 
Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si dan Rahmatullah, 
S.IP, M.Si. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana Peranan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di 
Kelurahan Toro, dengan melihat peran Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dan peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu 
suatu tipe yang memberikan gambaran sosial secara sistematis, faktual 
dan akurat mengenai data yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di kelurahan Toro dalam 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal 
ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Dimana pihak LPMK tidak menjadwalkan waktu yang 
tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap kepala lingkungan, 
sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh 
setiap kepala lingkungan kepada LPMK. Kedua, peran Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik belum 
maksimal, hal ini terlihat bahwa LPMK di kelurahan Toro tidak proaktif 
terhadap pembangunan fisik di kelurahan Toro. 
 










Fitria Nadhifa, E121 13514, Government Sciences Study Program, 
Department of Political Science and Government, Faculty of Social and 
Political Sciences, Hasanuddin University, composing a thesis with the title 
"The role of Community Institutions in Development in Toro Sub-District 
Tanete Riattang Timur Bone District". Under the guidance of Prof.'s. Dr. H. 
Juanda Nawawi, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si. 
This research was conducted with the aim to know how the role of 
Community Institution in development in Toro Village, By looking at the 
role of Kelurahan Community Institution (LPMK) in accommodating and 
channeling the aspirations of the community and the role of Community 
Empowerment Institutions in improving community participation in 
development. 
The type of research used is descriptive analysis that is a type that 
provides a systematic social picture, Factual and accurate data obtained in 
the field. Data were collected using observation techniques, interviews, 
and literature studies. 
The results of this study indicate that first, the role of Kelurahan 
Community Empowerment Institution (LPMK) in Toro village in 
accommodating and channeling the aspirations of the community has not 
been maximized, it can be seen from the lack of role of the Community 
Empowerment Institute (LPMK) in accommodating and channeling the 
aspirations of the community. Where the LPMK does not schedule the 
right time to hold a meeting with each head of the environment, so the 
ineffective delivery of aspirations made by every head of the environment 
to LPMK. Second, the role of Village Community Empowerment Institution 
(LPMK) in increasing community participation in the implementation of 
physical development is not maximized, it is seen that LPMK in Toro 
village is not proactive towards physical development in Toro village. 
 







1.1 Latar Belakang 
Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu Negara 
dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sesuai 
dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan 
bahwa tujuan pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, untuk mewujudkan tujuan 
tersebut dilaksanakan pembangunan Nasional, yaitu pembangunan 
negara Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
seluruhnya. 
Keberhasilan pembangunan Nasional terukur dari meratanya 
pembangunan sampai ke daerah-daerah maka dengan sendirinya 
akan terwujud pembangunan Nasional secara menyeluruh. 
Keikutsertaan masyarakat setempat juga merupakan hal penting 
dalam pembangunan di pedesaan dan kelurahan. Hal ini tentu ada 
keterikatan emosional terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu saja 
masyarakat mengetahui kekayaan potensi serta kemampuan yang 
2 
 
dimiliki oleh daerahnya dan disamping itu pula masyarakat merupakan 
salah satu penggerak pembangunan di daerahnya.  
Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang 
terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan 
memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan 
berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Adanya 
suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha 
pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan 
berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara 
komperhensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber 
daya manusianya.  
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan 
antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan 
lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. 
Berdasarkan peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang 
Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui 
musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam 
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mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang 
pembangunan.  
Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha 
jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan 
pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek 
kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang 
teratur mempuyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh 
tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas 
proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya 
secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan.  
Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
diawali dari musyawarah yang dilakukan pihak Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama setiap kepala 
lingkungan yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang 
menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang 
telah dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan 
tingkat kelurahan, dimana disini akan dibahas mengenai 
pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah 
yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan 
dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas 
pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan 
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nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang 
hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah 
lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk 
masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di kelurahan Toro 
kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone pelaksanaan   
LPMK sebagai mitra dari lurah di dalam sistem pemerintahan 
kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada 
orientasi pembangunan yang baik. Dapat dilihat dari salah satu 
lembaga kemasyarakatan di kelurahan Toro kecamatan Tanete 
Riattang Timur kabupaten Bone yaitu LPMK yang memiliki peranan 
penting dalam pembangunan.  
Kurang maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat  Kelurahan (LPMK) dalam hal ini menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat LPMK di kelurahan Toro belum 
menjalankan perannya sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai 
penggerak dalam pembangunan, dapat dilihat dalam penentuan 
jadwal rapat bersama setiap kepala lingkungan yang tidak jelas maka 
untuk penyampaian aspirasi masyarakat kurang efektif. Pihak LPMK 
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juga kurang maksimal dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat 
karena berdasarkan penelitian bahwa LPMK kurang proaktif terhadap 
pembangunan fisik di kelurahan Toro.  
Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk 
meneliti tentang “Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam 
Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone”.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok 
permasalahan yang diangkat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasii 
masyarakat pada pembangunan fisik di kelurahan Toro kecamatan 
Tanete Riattang Timur kabupaten Bone? 
2. Bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
pada pembangunan fisik di kelurahan Toro kecamatan Tanete 






1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peranan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan di 
kelurahan Toro kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone. 
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peranan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)  dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan  di 
kelurahan Toro kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan 
suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi 
sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang 
mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 
menyangkut masalah peranan lembaga kemasyarakatan dalam 
pembangunan.  
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 
dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten 
Bone agar peranan lembaga kemasyarakatan dalam 
pembangunan dapat terlaksana dengan baik, khususnya 
pembangunan di Kabupaten Bone.   
7 
 
3. Secara metodelogis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 




















2.1 Konsep Peranan 
Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran 
adalah : 
a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka 
ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain 
dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam 
semua peran yang diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus 
dilaksanakan. 
Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan 
(status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan 
suatu peran. (Soerjano 2002; Soekanto: 237) analisis terhadap 
perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 
a. Ketentuan peranan 
b. Gambaran peranan 
c. Harapan peranan 
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Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka 
tentang prilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam 
membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran 
tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam 
membawakan perannya. Dalam berbagai pengertian tersebut 
dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal 
ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya 
dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengembangan 
dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh 
Soerjono Soekanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari 
kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta 
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan 
sebuah peranan. 
Berdasarkan dari beberapa pernyataan diatas mengenai 
peranan tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan 
sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk 
berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. 
2.2  Lembaga Kemasyarakatan 
2.2.1 Peranan Lembaga Kemasyarakatan 
Konsep peran dan status menurut Duverger (1985:110-111) 
diolah di tahun 1936 oleh Ralph Linton di dalam edisi perdana 
The Study of Man, dan sejak itu dianut oleh banyak ahli 
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psikologi dan sosiologi, yang telah menambahkan perubahan-
perubahannya sendiri. Peranan diartikan adalah atribut sebagai 
akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, 
dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal 
diharapkan dari orang-orang lain.oleh karena itu, maksud 
konsep”peranan” adalah untuk membuat garis batas antara 
masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, 
seorang mempunyai batas tertentu.  
Lebih lanjut dinyatakan Soekanto (2003:243-244) peranan 
yang melekat pada diri sesorang harus dibedakan dengan 
posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang 
dalammasyarakat (Social potition) merupakan unsur statis yang 
menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 
Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri 
dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu 
posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 
Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:  
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 
dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 




b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 
organisasi.  
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu 
yang penting bagi struktur sosial masyarakat.  
Soekanto (2003:246) menyatakan bahwa pembahasan 
perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-
individu dalam masyarakat penting untuk hal-hal berikut:  
1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan, 
apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan 
kelangsungannya.  
2. Peranan tersebut seyogyangnya diletakkan pada individu-
individu yang oleh masyarakat dianggap mampu 
melaksanakannya, maka harus terlebih dahulu terlatih dan 
mempunyai hasrat melaksanakannya.  
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu 
yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana 
diharapkan oleh masyarakat,karena pelaksanaannya 
memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan 
pribadi terlalu banyak.  
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan 
peranannya, maka belum tentu masyarakat akan dapat 
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memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan 
seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi 
peluang-peluang tersebut.  
Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk 
memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat 
berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan 
merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat 
di Indonesia. Konsep gotong royong menurut Koenjaraningrat 
(1985:61) adalah: 
“Sejarah konsepnya gotong-royong tolong menolong, yang 
mula-mula hanya berwujud sebagai suatu sistem pengerahan 
tenaga tambahan pada masa-masa sibuk dalam produksi 
bercocok tanam,sebagai sistem tolong menolong antara 
tetangga dan kerabat dalam kesibukan-kesibukan sekitar rumah 
tangga, waktu berpesta dan pada peristiwa-peristiwa kematian 
dan bencana, dijadikan satu dengan sistem rodi itu? Rupa-
rupanya, sejarahnya mulai pada waktu Panitia Persiapan 
Kemerdekaan dalam zaman Jepang, mengangkat konsep itu 
menjadi suatu unsur yang amt penting dalam rangkaian prinsip-
prinsip dasar dari Negara”.  
Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam gotong 
royong tersebut sangat membantu dalam kehidupan 
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bermasyarakat di Indonesia, maka dirasakan perlu untuk 
melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai gotong royong 
tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.  
Tujuan kedua yang dikutip Saparin dalam buku Dr. Rahyunir 
Rauf, M.Si dan Dr. Yusri Munaf, SH. M.Hum bahwa   
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, 
pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan dan 
kemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung lembaga 
masyarakat membantu menjalankan fungsi pemerintah. Seperti 
yang dinyatakan Saparin; “walaupun organisasi RT/RW bukan 
lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu 
kewajiban memberi bantuan kepada aparatur pemerintahan”.  
Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari 
struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi 
masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan 
pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya 
unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan 
lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh 
masyarakat maupun oleh pemerintah. Peranan lembaga 
kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah meliputi; 
membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, 
membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, 
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membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial 
kemasyarakatan dan pemberdayaan.  
Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam 
kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan 
berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat 
atau bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi 
berbagai masalah yang terus ada dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat,menjaga berbagai keutuhan dalam 
kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam 
sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan 
sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku 
masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku 
pemerintah setempat. 
  Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut para ahli 
yaitu: 
a. Menurut Koentjaraningrat lembaga kemasyarakatan adalah 
suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat 
kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan 
khusus dalam kehidupan manusia. 
b. Menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan 
adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar 
pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. 
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Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk 
masyarakat merupakan mitra pemerintah kelurahan, seperti 
yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah 
Nomor 73 tahun 2005, Lembaga Kemasyarakatan, atau 
sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam 
memberdyakan masyarakat.  
Lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan lembaga 
bentukan masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan 
pembentukannya harus disesuai dengan kebutuhan masyarakat 
dan pemerintah kelurahan,serta menjadi mitra bagi lurah 
dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Tugas 
lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 73   tahun 2005 dibentuk dalam upaya untuk 
membantu tugas-tugas lurah, yakni Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 mempunyai 
tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintah, 
pembangunan dan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Membantu tugas Lurah yang dimaksudkan dalam pasal di 
atas dalam bentuk membantu pelaksanaan pelayanan 
pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan 
16 
 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang 
diatur dalam penjelasan pasal 11 PP Nomor 73 tahun 2005; 
yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan 
pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan 
pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan kelurahan, dalam bentuk pemberdayaan 
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.   
Dijelaskan dalam Pasal 8 LPMD/LPMK mempuyai tugas 
yaitu “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, 
menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, 
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan”. Berikutnya 
dijelaskan dalam pasal 9, LPMD/LPMK dalam melaksanakan 
tugas mempunyai fungsi: 
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 
pembangunan. 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat.  
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d. Penyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan 
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. 
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakrsa, partisipasi 
serta swadaya gotong royong masyarakat.  
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi 
sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.   
2.2.2 Tujuan  Lembaga Kemasyarakatan  
Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, 
bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di 
dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, yang 
terutama menyangkut kebutuhan pokok. Menjaga pegangan 
kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian 
sosial, artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap 
tingkah laku anggota-anggotanya.  
2.2.3 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan 
Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai 
beberapa fungsi antara lain: 
1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana 
mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam 
menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama 
yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 
2. Menjaga keutuhan masyarakat. 
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3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk 
mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem 
pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-
anggotanya.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 
tentang Kelurahan, dalam pasal 12 menyatakan bahwa 
lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi 1). Penampungan 
dan penyaluran aspirasi masyarakat; 2). Penyusun rencana, 
pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, 
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan 
secara partisipatif; 3). Penumbuhkembangan dan penggerak 
prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong 
masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 
melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah 
kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat di bidang pembangunan . 
Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-
usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan 
pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai 
beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami 
sebagai kegiatan sosial yang teratur mempuyai tujuan yang 
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jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, 
program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek 
pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara 
sadar dan terencana yang ada di kelurahan.  
Peranan lembaga kemasyarakatan yang paling banyak 
peranan dalam membantu tugas lurah adalah lembaga RT, 
lembaga RW, LMPK, lembaga PKK kelurahan, lembaga karang 
taruna, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, 
dikarenakan lembaga RT juga di tugaskan dengan tugas-tugas 
umum lainnya diberikan pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kota.  
2.3  Tinjauan Pembangunan  
Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat 
diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan 
masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, 
manusia, kelembagaan, nilai-nilai social budaya, dll.) yang ada dan 
dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan 
berbasis masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari 
kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” 
atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk 
merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya.  
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Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi 
setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari 
seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”.  
Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus 
ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang 
belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik 
menjadi lebih baik lagi.  
Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi 
(1981:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang 
dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah 
kepada ke suatu kesepakatan bahwa: 
Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, 
demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu 
masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang 
berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. 
Di dalam  pembangunan, terkandung  begitu banyak pokok-
pokok pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan 
yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus 
mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan 
masyarakat dalam rangka  mencapai perbaikan mutu-hidup, 
dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus 
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menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun 
demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan 
senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-
batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-
tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi 
yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian 
terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang 
juga dimaksudkan umtuk terus memperbaiki mutu-hidup 
masyarakat (dan individu-individu di dalamya) dalam 
suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada 
selang waktu tertentu.  
b. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang 
sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang 
dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, 
pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses 
perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-
masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang (akan)  harus 
dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak 
dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan 
keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, 
dengan senantiasa mempertimbangkan: kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan resiko, yang harus dihadapi.  
22 
 
c. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin 
dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang 
menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan 
kehidupan masyarakat yang bersangkutan.  
d. Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-
individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang 
keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang 
sedang dan akan terjadi, alternative-alternatif yang mungkin 
dilaksanakan untuk mengatasi atau  memcahkan masalah 
tersebut, dan dengan kemampuan sendiri (swakarsa, 
swadaya, swadana) mengambil keputusan untuk memilih 
alternatif-alternatif  “terbaik yang dapat dilaksanakan” demi 
perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya. 
e. Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk 
masyarakat. Sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan 
yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk 
memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga 
masyarakat. Pembangunan mensyaratkan pelibatan atau 
“partisipasi seluruh warga masyarakat”, sejak pengambilan 
keputusan tentang perencanaan pembangunan, sampai 
pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta 
pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat. 
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Pembangunan, bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah untuk masyarakatnya, tetapi kegiatan yang 
dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga 
masyarakatnya.  
f. Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya 
dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, 
pembangunan harus benar-benar dimaksudkan untuk 
memperbaiki mutu-hidup setiap individu dan masyarakatnya, 
dan bukannya mengorbankan manusia (dan masyarakatnya) 
demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.  
Selaras dengan pengertian-pengertian di atas,maka 
secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Mardikanto, 
2009: 6): 
Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara 
sadar dan terencana, dilksanakan terus menerus oleh 
pemerintahan bersama-sama segenap warga 
masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
difasilitasi oleh pemerintahan, dengan menggunakan 
teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan 
atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan 
dihadapi,demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan 
seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang 




Pengertian tentang “pembangunan”  sebagaimana telah 
dikemukakan dalam rumusan di atas, memberikan arahan 
bahwa: 
a. Pembangunan, merupakan proses yang dilkukan oleh 
oleh banyak pihak, dalam upayanya untuk terus menerus 
memperbaiki mutu-hidup masyarakat dan individu-
individu yang menjadi anggotanya.  
b. Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, 
kegiatan pembangunan senantiasa memanfaatkan 
teknologi yang terpilih yang diyakini paling “baik” dalam 
arti berhasil guna (mangkus) dan berdaya-guna 
(sangkil).  
c. Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk 
memperbaiki mutu-hidup masyarakat dan individu yang 
menjadi anggotanya tersebut terkandung pemahaman 
tentang: upaya pemenuhan kebutuhan dan atau 
pemecahan masalah yang akan dihadapi atau yang 







2.4 Tinjauan Pembangunan dari Atas dan Pembangunan dari Bawah 
Pembangunan berbasis masyarakat, seringkali dikonotasikan 
dengan “pembangunan dari bawah” sebagai yang lebih baik 
disbanding “pembangunan dari atas”.  
Tetapi secara empiris, pembangunan yang dirancang dari atas 
seerti yang dikembangkan oleh Khan (Scramm dan Learner, 1976: 29) 
di Bangladesh ternyata juga mampu menunjukkan hasil yang baik. 
Tentang hal ini, perdebatan antara pembangunan dari atas (top-down) 
dan pembangunan dari bawah (bottom-up) telah berlansung sejak 
lama (McDonough, 2011: 29). 
Pembangunan dari atas (top-down), menempatkan pemerintah 
pusat dan atau elit masyarakat sebagai pencetus gagasan, dengan 
asumsi nereka tahu yang terbaik bagi masyarakatnya, tanpa harus 
mendengarkan atau mengakomodasi aspirasi masyarakat (bawah). 
Disini, masyarakat (bawah) dilibatkan atau dimobilisasi dengan 
memberikan insentif dan atau menumbuhkan rasa takut. Sebaliknya, 
pembangunan dari bawah (bottom-up) memberikan kesempatan 
kepada masyarakat (bawah) untuk berinisiatif sejak perencanaan, 
dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk 
mengindentifikasi masalah, kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang 
cocok dengan kondisi mereka.  
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Model pembangunan “dari-atas” memiliki sejarah filosofis dan 
praktik yang signifikan, mendahului modeh “dar-bawah”. Model “dari-
atas” ini disusun seputar penggunaan kepemimpinan professional 
yang diberikan oleh sumber daya eksternal yang merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan 
(MacDonald, 1995: 29). 
Program pembangunan masyarakat yang menggunakan model ini 
biasanya berfokus pada penyediaan kepemimpinan professional untuk 
proses pembangunan, ditambah dengan pelayanan yang nyata 
mendukung. Melalui proses ini, warga mengikuti kepemimpinan 
eksternal yang mengakses layanan yang ditawarkan oleh program; 
untuk kemudian terjadi perubahan (persepsi, perilaku) dalam warga 
masyarakat, dan akhirnya standar hidup mereka diyakini terjadi. 
Sebaliknya, model pembangunan “dari bawah” meruakan strategi 
pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Billups (1990: 30), 
Rubin & Babbie (1993: 30), Midgley (1993: 30), dan David (1993 : 30), 
yang meliputi: 
a. Mengembangkan partisipasi masyarakat yang komperehensif. 
b. Pengembangan memotivasi masyarakat local. 
c. Perluasan kesempatan belajar. 
d. Peningkatan pengelolaan sumber daya local. 
e. Replikasi pembangunan manusia. 
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f. Peningkatan komunikasi dan pertukaran. 
g. Lokalisasi akses keuangan. 
Dalam praktik, kedua model, tersebut digunakan untuk program 
pembangunan yang memiliki tujuan-tujuan untuk (Garza, et al, 1988; 
Navarro, 1994; Ewalt, 1997: 30): 
a. Mempengaruhi perubahan dalam masyarakat warga persepsi 
tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup. 
b. Menciptakan masyarakat yang berorientasi perilaku dasar pada 
perubagan komunitas warga persepsi. 
c. Meningkatkan standar hidup dianatara mayoritas warga.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, baik program yang menggunakan 
model “dari-atas” atau model “dari bawah” membutuhkan legitimasi 
masyarakat untuk mengakui adanya masalah dan menunjukkan dan 
menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam proses 
pengembangan masyarakat program (Macdonald, 1995; Lecomte, 
1986: 30). Model “dari bawah”, dimaksudkan untuk menciptakan 
kemitraan antara warga masyarakat dan professional yang 
memberikan dukungan teknis dan bukannya kepemimpinan. Sedang 
model “dari-atas”, merupakan proses yang menginginkan para 
professional untuk memberikan kepemimpinan dan layanan yang 
mendukung rencana pengembangan yang dibuat oleh pihak eksternal.  
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Model “dari-atas” mendominasi cara program pengembangan yang 
terstruktur selama priode praktik awal sejarah pembangunan (Moore, 
1995; Lecomte, 1986: 31). Model ini diterapkan pada program 
pengembangan masyarakat yang memerlukan intervensi 
pembangunan struktural. Sedang model “dari bawah” berfokus pada 
bagaimana orang-orang dalam masyarakat bisa mengarahkan proses 
pembangunan mereka sendiri (David, 1993; Midgley, 1993: 31). 
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 
masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan harus 
menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,hemat, 
keterbukaan, dan kebertanggung-jawaban adalah bagian pokok dari 
upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-
institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan 
pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang penting 
disini adalah, peningkatan partisipasi rakyat dalam proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.  
Bornby (1974:196) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai 
tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan 
untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh 
manfaat (Webster, 1976: 196). Sedang di dalam kamus sosiologi 
disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di 
dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan 
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masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 
1969: 169). 
Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya 
interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota 
masyarakat yang lain (Raharjo, 1983:196). Beal (1964: 196) 
menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh 
karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, 
merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan 
sosial yang eksogen (exogenous change). 
Sebagai suatu kegiatan,Verhangen (1979: 197) menyatakan bahwa, 
partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan 
komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, 
tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi 
tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang 
bersangkutan mengenai: 
a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki. 
b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau 
masyarakatnya sendiri.  
c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat 
dilakukan.  
d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbang-an 
yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.  
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Telaahan tentang pengertian “partisipasi” yang dikemukakan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada 
dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan 
secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam 
(interinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses 
kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan 
keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan,pengendalian 
(pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta pemanfaatan 
hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav (UNPADI, 
1980: 198) mengemukakan tentang adanya empat macam 
kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam 
kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam: pengambilan 
keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta 
partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.  
1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 
Pada umumnya setiap program pembangunan 
masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya local 
danalokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh 
pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan 
sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa 
dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam 
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pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum 
yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 
langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang 
program-program pembangunan di wilayah setempat atau 
ditingkat lokal. 
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali 
diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang 
umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela 
menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan 
pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang 
umunya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal 
lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, 
tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. 
Karena itu, partiipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan 
sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang 
tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang 
sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-
masing warga masyarakat yang bersangkutan.  
Di samping itu, yang sering dilupakan dalam 
pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat 
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dalam pemeliharaan proyekproyek pembangunan 
kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh 
sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk 
mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-
hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati 
(tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang. 
3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek 
pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar 
tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga 
diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-
masalah dalam kendala yang muncul dalam pelaksanaan 
pembangunan yang bersangkutan.  
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk 
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan 
sangat diperlukan.  
4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, 
merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, 
tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup 
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masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil 
pembangunan  merupakan tujuan utama.  
Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan 
merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk 
selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan 
yang akan datang.  
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 
sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan 
administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali 
menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan 
pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat 
dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Padahal, seringkali 
masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari 
setiap program pembangunan secara langsung, sehingga 
hasil pembangunan  yang dilaksanakan menjadi sia-sia.  
Bertolak dari telaahan tentang faktor-faktor penentu 
tumbuh dan berkembangnya partisipasi di atas, maka upaya 
penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan 
komunikasi pembangunan. Tentang hal ini, harus dipahami 
bahwa tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar 
untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian 
34 
 
pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting 
dari itu adalah: menumbuhkan, menggerakkan dan 
memelihara partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan 
merupakan cara yang harus ditempuh untuk 
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan.  
1. Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat untuk 
Berpartisipasi 
Seperti telah dikemukakan, kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi itu baru akan tumbuh jika masyarakat telah 
mengetahui tentang: 
a. Adanya masalah yang sedang di hadapi dan memerlukan 
upaya pemecahannya. 
b. Adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk 
memecahkan masalahnya sendri. 
c. Pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam 
pemecahan masalah tersebut melalui suatu kegiatan 
pembangunan. 
d. Adanya kepercayaan dalam diri setiap warga masyarakat 
yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan 
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sumbangan yang bermanfaat bagi pelaksanaan 
pembangunan tersebut. 
Dengan demikian, setiap kegiatan komunikasi 
pembangunan harus mampu menyampaikan pesan-pesan 
informative dan persuasive yang relevan dengan keempat 
unsure tersebut, sehingga mampu menumbuhkan, 
menggerakkan, dan menjamin terpeliharanya hubungan 
antar individu. 
2. Menunjukkan dan Meningkatkan Kemampuan Masyarakat 
untuk Berpartisipasi 
Ketidakmunculan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan juga dapat terjadi karena merekatidak cukup 
memiliki atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk 
berpartisipasi. Sehubungan dengan itu,melalui komunikasi 
pembangunan, kepada masyarakat harus ditunjukkan 
adanya: 
a. Kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan. 
b. Berbagai potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan 




c. Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan 
masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam setiap 
kegiatan pembangunan.  
2.5 Kerangka Pikir 
Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam 
penelitian yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur 
berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka 
dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut: 
Dalam peraturan pemerintah no. 73 tahun 2005 pada pasal 12 
yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 11 lembaga kemasyarakatan yang 
mempunyai fungsi diantaranya 1). Penampungan dan penyaluran 
aspirasi masyarakat; 2). Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola 
pembangunan serta pemanfaat, pelestarian, dan pengembangan 
hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 3). Penumbuh 
kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya 
gotong royong masyarakat.  
Pada lembaga kemasyarakatan yaitu LPMK memiliki peran 
yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan. Pada 
lembaga kemasyarakatan yaitu LPMK di kelurahan Toro agar peran 
dan fungsinya dapat berjalan dengan baik maka dapat kita lihat dari 
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pelaksanaan pembangunan fisik di kelurahan Toro kecamatan Tanete 
Riattang Timur kabupaten Bone.  
Gambar 2.1 

















Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat    
Kelurahan (LPMK) dalam pembangunan  
1. Menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat. 







 METODE PENELITIAN  
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Lokasi dalam penelitian ini di lakukan kabupaten Bone dengan 
focus penelitian di kelurahan Toro kecamatan Tanete Riattang 
Timur yang meliputi 5 lingkungan yaitu lingkungan Tippulue, 
lingkungan Toro, Lingkungan Cilellang, lingkungan Lona/Limpenno, 
dan lingkungan Balakang.  Waktu penelitian yaitu selambat-
lambatnya 2 bulan. 
3.2 Tipe Penelitian  
Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu 
suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada 
dilapangan tentang partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan di Kelurahan Toro kecamatan Tanete 
Riattang Timur kabupaten Bone. 
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan 
mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi 
laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa 
suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh 
pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk 
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diteliti secara mendalam. (radjab mansyur, bahan ajar metode 
penelitian kualitatif, jurusan sosiologi fisip uh, 2014:18) 
Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan 
wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang 
dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan 
maslah penelitian.  
3.3 Jenis Data Penelitian 
3.3.1 Data primer 
Data Primer adalah data penelitian yang didapat 
secara langsung dari sumbernya yaitu para informan 
yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para 
informan ini berbeda, peneliti mendatangi dan melakukan 
wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau 
data yang falid dari informan secara langsung agar 
menggambarkan hasil penelitian lebih mudah. 
3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh 
melalui study pustaka (libraryresearch) untuk 
mengumpulkan data-data yang melalaui buku-buku, 
peraturan-perauran, serta dokumen-dokumen yang ada 
relevansinya dengan penelitian. 
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Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 
 Lurah Toro 
 Ketua LPMK 
 Kepala lingkungan Tippulue 
 Kepala lingkungan Toro 
 Kepala Lingkungan Cilellang 
 Kepala Lingkungan Lona/Limpenno 
 Kepala Lingkungan Balakang 
 Tokoh masyarakat 
 Kelompok pemuda (karang taruna) 
 Masyarakat  
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penellitian adalah sebagai berikut: 
3.4.1 Wawancara mendalam  
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap 
informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. 
Wawancara antara peneliti  dan informan face to face 
kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi 
inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para 
informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-
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masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara deep 
interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. 
3.4.2 Penelitian lapangan  
Penelitian dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan dalam penelitian.  
3.4.3 Penelitian Kepustakaan (library research) 
Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-
buku atau literature-literatur yang ada hubungannya dengan 
penelitian. 
3.4.4 Dokumentasi 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data 
tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi 
dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen 
yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas 
nama lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah 
dokumen yang dibuat/dikelurkan oleh individu tidak atas 
nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai 
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sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel 
diinternet dll. 
3.5  Definisi operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah 
dalam mencapai tujuan penelitian disusun definisi operasional yang 
dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini di antara lain: 
1. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang 
dimaksud dalam penelitian adalah pelaksanaan fungsi : 
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat. 
2. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan Toro salah satunya 
yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
yang memiliki peran menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dimana 
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
LPMK mengadakan rapat bersama semua kepala lingkungan.. 
Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi sarana wadah 
penyampaian aspirasi para warga melalui setiap kepala 
lingkungan  masing-masing. Dan juga diharapkan melalui rapat 
bersama maka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di 
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kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone.  
3. Salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan Toro yaitu 
LPMK agar peran dan fungsinya dapat berjalan dengan baik 
maka dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan fisik di 
kelurahan Toro kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten 
Bone.  
4. Pembangunan fisik yang akan di lihat pada penelitian inii 
seperti pembuatan jalan setapak, pemasangan batu talud, 
pembuatan drainase dan pembangunan saluran irigasi. 
3.6  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik 
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode 
penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 
dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif 
digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Peranan 
Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan  di Kelurahan 
Toro kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Data dari 
hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan 
sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.  
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 Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa 
data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai 
sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian 
kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, 
namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-
komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data 
yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta 
dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk 
mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil 
penelitian. Adapun uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada 
fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam 
Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur 
kabupaten Bone. 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone 
4.1.1 Sejarah Kabupaten Bone 
Kerajaan Tana Bone dahulu terbentuk pada awal abad ke- IV 
atau pada tahun 1330, namun sebelum Kerajaan Bone 
terbentuk sudah ada kelompok-kelompok dan pimpinannya 
digelar KALULA. Dengan datangnya TO MANURUNG  
(Manurungge Ri Matajang ) diberi gelar MATA SILOMPO-E, 
maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut 
termasuk Cina, Barebbo, Awangpone dan Palakka. 
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 Pada saat pengangkatan TO MANURUNG MATA SILOMPO- E 
menjadi Raja Bone, terjadilah kontrak pemerintahan berupa 
sumpah setia antara rakyat Bone dalam hal ini diwakili oleh 
penguasa Cina dengan 10 MANURUNG , sebagai tanda serta 
lambang kesetiaan kepada Rajanya sekaligus merupakan 
pencerminan corak pemerintahan Kerajaan Bone diawal 
berdirinya. Disamping penyerahan diri kepada Sang Raja juga 
terpatri pengharapan rakyat agar supaya menjadi kewajiban Raja 
untuk menciptakan keamanan, kemakmuran, serta terjaminnya 
penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat. 
Adapun teks Sumpah yang diucapkan oleh penguasa Cina 
mewakili rakyat Bone berbunyi sebagai berikut ; 
“ANGIKKO KURAUKKAJU RIYAAOMI‟RI RIYAKKENG 
KUTAPPALIRENG ELOMU ELO RIKKENG ADAMMUKKUWA 
MATTAMPAKO KILAO. MALIKO KISAWE. MILLAUKO KI 
ABBERE. MUDONGIRIKENG TEMMATIPPANG. 
MUAMPPIRIKKENG TEMMAKARE. MUSALIMURIKENG 
TEMMADINGING “ 
Terjemahan ; 
“ENGKAU ANGIN DAN KAMI DAUN KAYU, KEMANA 
BERHEMBUS KESITU KAMI MENURUT KEMAUAN DAN KATA-
KATAMU YANG JADI DAN BERLAKU ATAS KAMI,APABILA 
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ENGKAU MENGUNDANG KAMI MENYAMBUT DAN APABILA 
ENGKAU MEMINTA KAMI MEMBERI, WALAUPUN ANAK ISTRI 
KAMI JIKA TUANKU TIDAK SENANGI KAMIPUN TIDAK 
MENYENANGINYA, TETAPI ENGKAU MENJAGA KAMI AGAR 
TENTRAM, ENGKAU BERLAKU ADIL MELINDUNGI AGAR KAMI 
MAKMUR DAN SEJAHTERA ENGKAU SELIMUTI KAMI AGAR 
TIDAK KEDINGINAN „ 
Budaya masyarakat Bone demikian Tinggi mengenai sistem 
norma atau adat berdasarkan Lima unsur pokok masing-masin g : 
Ade, Bicara, Rapang, Wari dan Sara yang terjalin satu sama lain, 
sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang 
memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-
masing. Kesemuanya itu terkandung dalam satu konsep yang 
disebut “ SIRI “merupakan integral dari ke Lima unsur pokok 
tersebut diatas yakni pangadereng ( Norma adat), untuk 
mewujudkan nilai pangadereng maka rakyat Bone memiliki 
sekaligus mengamalkan semangat/budaya ; 
SIPAKATAU  
artinya : Saling memanusiakan , menghormati / menghargai harkat 
dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan 
ALLAH tanpa membeda - bedakan, siapa saja orangnya harus 




artinya : Saling memuliakan posisi da n fungsi masing-masing 
dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa 
berprilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku 
dalam masyarakat. 
SIPAKAINGE 
artinya: Saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, 
pendapat orang lain, manerima saran dan kritikan positif dan 
siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa 
tidak luput dari kekhilafan. 
Dengan berpegang dan berpijak pada nilai budaya tersebut 
diatas, maka sistem pemerintahan Kerajaan Bone adalah 
berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dibuktikan dimana 
waktu itu kedudukan ketujuh Ketua Kaum ( Matoa Anang ) dalam 
satu majelis dimana MenurungE sebagai Ketuanya. 
Ketujuh Kaum itu diikat dalam satu ikatan persekutuan yang 
disebut KAWERANG, artinya Ikatan Persekutuan Tana Bone. 
Sistem Kawerang ini berlangsung sejak Manurung sebagai Raja 
Bone pertama hingga Raja Bone ke IX yaitu LAPPATAWE 
MATINROE RI BETTUNG pada akhir abad ke XVI. 
Pada tahun 1605 Agama Islam masuk di Kerajaan Bone dimasa 
pemerintahan Raja Bone ke X LATENRI TUPPU MATINROE RI 
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SIDENRENG. Pada masa itu pula sebuatan Matoa Pitu diubah 
menjadi Ade Pitu ( Hadat Tujuh ), sekaligus sebutan MATOA 
MENGALAMI PULA PERUBAHAN MENJADI Arung misalnya 
Matua Ujung disebut Arung Ujung dan seterusnya. 
Demikian perjalanan panjang Ke rajaan Bone, maka pada bulan 
Mei 1950 untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk 
dan berdiri diawal abad ke XIV atau tahun 1330 hingga memasuki 
masa kemerdekaan terjadi suatu demonstrasi rakyat dikota 
Watampone yaitu menuntut dibubarkannya Negara Indonesia 
Timur, serta dihapuskannya pemerintahan Kerajaan dan 
menyatakan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia 
Beberapa hari kemudian para anggota Hadat Tujuh 
mengajukan permohonan berhenti. Disusul pula beberapa tahun 
kemudi an terjadi perubahan nama distrik/onder distrik menjadi 
KECAMATAN sebagaimana berlaku saat ini. 
Pada tanggal 6 April 1330 melalui rumusan hasil seminar yang 
diadakan pada tahun 1989 di Watampone dengan diperkuat 
Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bone No.1 Tahun 1990 Seri 
C, maka ditetapkanlah tanggal 6 April 1330 sebagai HARI JADI 





4.1.2 Keadaan Geografis 
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat 
di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan 
luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone 
secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 328 desa dan 44 
kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu 
seluas 463,35 km2 sedangkan kecamatan dengan luas wilayah 
terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. 
Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 
119°42'-120°40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang 
membentang dari selatan ke utara.  
 Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan 
beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: 
1. Sebelah Utara        :   Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng 
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa 
Selatan 
3. Sebelah Timur       :  Teluk Bone 
4. Sebelah Barat         :  Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, 




 Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat 
diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 
0 hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) 
yaitu seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 
101.620 Ha, kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, 
kategori keempat (250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori 
kelima (750-1000 meter) seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam 
(diatas 1.000 meter) seluas 6.900 Ha. Ketinggian wilayah di 

















Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone 
No Kecamatan Ketinggian Wilayah (meter dpal) 
1 Bonto Cani 100 -> 1.000 
2. Kahu 25 - 1.000 
3. Kajuara 0 – 500 
4. Salomekko 0 – 500 
5. Tonra 0 – 500 
6. Patimpeng 25 - 1.000 
7. Libureng 25 - 1.000 
8. Mare 0-1.000 
9. Sibulue 0 – 500 
10. Cina 0 – 500 
11. Barebbo 0 – 500 
12. Ponre 25 - 1.000 
13. Lappariaja 25 - 1.000 
14. Lamuru 25 - 1.000 
15. Tellu Limpoe 100 -> 1.000 
16. Bengo 25 - 1.000 
17. Ulaweng 100 – 500 
18. Palakka 25 – 500 
19. Awangpone 0 – 500 
20. Tello Siatting 0 – 500 
21. Amali 25 – 500 
22. Ajangale 0 – 100 
23. Dua Boccoe 0 – 500 
24.  Cenrana  0 – 100 
25. Tanette Riattang Barat 0 – 100 
26. Tanette Riattang 0 – 100 
27. Tanette Riattang Timur 0 – 25 
Sumber: Bappeda Kabupaten Bone 2015 
Berdasarkan tabel di atas, ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten 
Bone, Kecamatan Tanette Riattang Timur merupakan daerah terendah yag 
ada di Kabupaten Bone yaitu 0-25 MDPL. Sedangkan  Kecamatan Bonto 
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Cani dan Tellu Limpoe merupakan kecamatan yang berada di ketinggian 
100-> 1.000 MDPL. 
Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Bone 
 
4.1.3 Cuaca dan Iklim 
      Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe 
hujan Moonson dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Moonson memiliki 
curah hujan tertinggi saat bertiup angin moonsun Asia yaitu bulan 
Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone 
bagian barat. Tipe kedua jadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup 
sebagian besar wilayah Kabupaten Bone. 
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      Selain kedua wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, 
yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian 
mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. 
Jumlah curah hujan bulanan di Wilayah Bone bervariasi dengan rata-
rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di 
bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya hari hujan sebanyak 23 
hari. 
      Bagian timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan 
Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke 
utara. Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan 
yang celah-celahnya terdapat aliran sungai. Pada tahun 2014, 
tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah 
dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang 
adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, 
mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di 
Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga 


















(1) (2) (3) (4) (5) 
Januari 84 25,9 208 19 
Februari 83 27,1 187 9 
Maret 81 26,2 148 10 
April 82 26,2 158 15 
Mei 86 25.1 594 22 
Juni 86 25 634 23 
Juli 85 24,6 200 17 
Agustus 84 24,5 194 13 
September 80 24,4 0 0 
Oktober 77 26,4 1 1 
November 77 27,6 33 5 
Desember 79 27,4 54 8 
Sumber : BPS (Statistis Daerah Kabupaten Bone 2015) 
  Berdasarkan tabel di atas, kelembapan udara di kabupaten 
Bone berada pada puncak kelembapan udara yaitu bulan mei dan juni 
sebesar 86%, Suhu udara terpanas di Kabupaten Bone terjadi pada 
bulan November yaitu 27,6 ° C, Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan 
januari yaitu 208 mm, dan hari hujan terlama terjadi pada bulan juni 





4.1.4 Keadaan Demografi 
4.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut 
Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2014 
 
Kode Kecamatan Penduduk Kepadatan 
Penduduk 
( 1 ) (2) ( 3 ) ( 4 ) 
O10 Bontocani 15.614 33,70 
020 Kahu 38.370 202,48 
030 Kajuara 35.905 289,25 
040 Salomekko 15. 374 181,06 
050 Tonra 13.413 66,96 
060 Patimpeng 16. 315 125,05 
070 Libureng 29.693 86,25 
080 Mare 26.159 99,70 
090 Sibulue 33.761 216,69 
100 Cina 26.159 177,35 
110 Barebbo 27.238 238,51 
120 Ponre 13.678 46,68 
130 Lappariaja 23.642 171,32 
140 Lamuru 24.780 119,13 
141 Tellu limpoe 23.642 44,02 
150 Bengo 24.780 154,97 
160 Ulaweng 24.664 152,56 
170 Palakka 152.56 194,95 
180 Awangpone 29.155 263,37 
190 Tellu siattinge 39.986 251,01 
200 Amali 20.679 173,58 
210 Ajangale 27.373 196,93 
220 Dua Boccoe 30.134 207,96 
230 Cenrana 23.929 166,64 
710 Tanete Riattang Barat 46.988 875,34 
720 Tanete Riattang 51.118 2148,72 
730 Tanete Riattang Timur 42.377 866,96 
Jumlah 738.515 161,99 
Sumber : BPS (Statistik Daerah Kabupaten Bone 2015) 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah 
penduduk Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah 738.515 jiwa, terdiri 
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atas 352.081 laki‐laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah 
Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 persegi, rata‐rata tingkat 
kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km2. 
Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di 
Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km2 adalah 162 
jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, 
pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal 
terpusat di ibukota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 
1.111,78 jiwa per km2. 
  Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar,seringkali 
dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti 
kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, 
penting untuk melihat struktur umur penduduk. Penduduk usia 
produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam 
pembangunan ekonomi. 
  Penduduk Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan 
usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 
64,50 persen dari keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan 
sebesar 55,03 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia 
produktif menanggung sebanyak 55 hingga 56 penduduk yang belum 
produktif dan tidak produktif lagi.  
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  Hal lain yang menarik diamati pada piramida penduduk adalah 
adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai 
dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari 
kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Kondisi 
tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kelahiran 
penduduk pada beberapa tahun ini. Indikasi turunnya tingkat 
kelahiran, terkait dengan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi. 
Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Bone tahun 2014 tercatat 
87.220 orang meningkat dari tahun 2013.  
Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana masyarakat 
kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, 
merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu 
diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan 
dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama 
Islam. Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas 
pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dan 
Wihara dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk 
menunaikan Ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif 
terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat 
menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Disamping itu 
peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan 
dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur 
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kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.Data jumlah penduduk 
menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama 
di Kabupaten Bone Tahun 2011 
No Kecematan Islam Kristen Katolik Hindu Budha 
1 Bonntocani 15.443 0 0 0 0 
2 Kahu 37.739 0 0 0 0 
3 Kajuara 35.054 0 0 0 0 
4 Salomekko 15.098 14 0 0 0 
5 Tonra 13.021 12 0 0 0 
6 Libureng 29.227 39 86 0 0 
7 Mare 25.485 39 0 0 0 
8 Sibulue 33.048 0 0 0 0 
9 Cina 25.534 68 75 12 0 
10 Barebbo 26.679 0 0 0 0 
11 Ponre 13.363 2 0 0 0 
12 Lappariaja 23.282 60 0 0 0 
13 Lamuru 24.442 19 0 0 0 
14 Ulaweng 24.559 0 0 0 0 
15 Palakka 22.182 41 0 0 0 
16 Tanete Riattang 48.711 0 269 29 23 
17 Ajangale 27.247 0 10 0 0 
18 Dua Boccoe 29.991 8 8 0 0 
19 Tellu Siattinge 39.821 0 0 0 0 
20 Ajangale 27.247 16 0 0 0 
21 Cenrana 23.554 6 0 0 0 
22 Tanete R.Barat 43.493 504 556 4 143 
23 Tanete R.Timur 41.081 0 0 0 0 
24 Amali 20.591 0 0 0 0 
25 Tellu Limpoe 13.853 0 0 0 0 
26 Patimpeng 15.894 0 0 0 0 
27 Bengo 25.260 45 0 0 0 
Jumlah 722.426 1.264 1.004 45 166 
Sumber : BPS (Statistik Daerah Kabupaten Bone 2015) 
60 
 
Berdasarkan sebaran penduduk perwilayahan pemeluk agama 
Islam tersebar merata di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Bone, sedangkan pemeluk agama Kristen terdapat di 15 (Limabelas) 
kecamatan, Katolik 6 (Enam) kecamatan dan pemeluk agama Hindu 3 
(tiga) kecamatan dan Budha hanya terdapat 2 (Dua) kecamatan 
dengan jumlah yang relatif sedikit.  
Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah berkorelasi 
langsung dengan tingkat ketersediaan fasilitas peribadatan, sehingga 
semakin mayoritas suatu agama maka sebaran fasilitas 
peribadatannya dapat ditemui setiap tempat. 
4.1.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat 
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan motor 
utama pembangunan bangsa. Pembentukan sumber daya manusia 
yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan dan 
pengajaran. Dengan demikian, kualitas serta jangkauan pendidikan 
dan pengajaran harus senantiasa diupayakan dan ditingkatkan. Salah 
satu tolok ukur pembangunan di bidang pendidikan dari sisi supply 
adalah keberadaan sarana dan prasarana pendidikan. 
Tahun 2014 jumlah sekolah yang tersebar diseluruh wilayah 
Kabupaten Bone yaitu : 
756  =  Sekolah Dasar (SD) sederajat,  
210  =  Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat,  
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99  =  Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. 
Setiap kecamatan telah memiliki sekolah dengan berbagai 
jenjang SMK, SMA dan Madrasah Aliyah. Guru merupakan ujung 
tombak proses pendidikan dan pengajaran. Keseimbangan jumlah 
guru dan murid sangat penting dalam menjamin keefektifan 
penyampaian dan penerimaan bahan ajar. Pada jenjang pendidikan 
SMP, rasio guru terhadap murid terlihat paling baik, yaitu 11,63. Angka 
ini mengandung makna secara rata-rata satu orang guru mengajar 
sekitar 11 hingga 12 murid. Rasio guru terhadap murid terbesar adalah 
pada jenjang SD yaitu 13,83. Namun demikian, rasio guru terhadap 
murid masih ideal. 
4.2 Gambaran umum Kelurahan Toro  
4.2.1 Sejarah Pembangunan Kelurahan Toro 
Pada zaman dahulu semasa kerajaan Bone, Desa Toro 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone masih 
merupakan Sulewatan dengan sejarah pemerintahan sebagai 
berikut: 
1. Sulewatang Toro pertama kali dipimpin oleh PETTA TANRA 
pada tahun 1955-1958. 




3. Pada pertengahan 1969, kata “Sulewatang” kemudian 
berganti nama menjadi “Desa” dan di jabat oleh 
H.A.BAHTIAR. 
4. Pada tahun 1970-1999 Desa Toro di bawah pimpinan MUH. 
NATSIR. 
5. Selanjutnya Kelurahan Toro dipimpin oleh MUH.JUNAID 
pada tahun 1999-2001.  
6. Selanjutnya Kelurahan Toro dipimpin oleh ANDI TAUFIQ 
pada tahun 2001-2003. 
7. Selanjutnya Kelurahan Toro di pimpin oleh SISWADI.SH 
pada tahun 2003-2005. 
8. Selanjutnya Kelurahan Toro dipimpin lagi oleh H.ANDI 
BAHTIAR, S.Sospada tahun 2005-2006. 
9. Selnjutnya Kelurahan Toro dipimpin oleh A.BESSE 
NURJANAH pada tahun 2006-2009. 
10. Selanjutnya Kelurahan Toro dipimpin oleh H.ANDI ADLI 
S.Pdi paa tahun 2009. 
11. Selanjutnya Kelurahan Toro dipimpin oleh KAMARUDDIN 
pada tahun 2012-2016 
12. Selanjutnya Kelurahan Toro dipimpin oleh MUHIDDIN, 




4.2.2 Kondisi Umum Kelurahan Toro 
a. Geografis 
1. Letak geografis Kelurahan Toro 
Kelurahan Toro merupakan salah satu dari 8 Kelurahan 
di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur yang terletak 4km 
ke arah Barat dari Kecamatan Tanete Riattang jantung kota 
Watampone. 
Kelurahan Toro mempunyai luas wilayah seluas 5200 Ha 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Bone. 
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan TA. 
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Panyula. 
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cellu dan 
Tibojong. 
2. Iklim 
Iklim kelurahan Toro sebagaimana Kelurahan-Kelurahan 
lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dn 
Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 
terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Toro Kecamatan 





4.2.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 
a. Jumlah Penduduk 
Kelurahan Toro mempunyai jumlah penduduk 4282 jiwa 
yang tersebar dalam 5 lingkungan dengan Perincian 
sebagaimana tabel: 
Tabel 4.5 
Jumlah Penduduk  
LINGKUNGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN L+P 
Toro 277 210 487 
LONA 308 230 538 
BALAKANG 352 269 621 
TIPPULUE 1093 1261 2354 
CILELLANG 123 159 282 
JUMLAH 2153 2129 4282 
Sumber: Profil kelurahan Toro 2017 
    Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan 
jumlah lingkungan yang ada di kelurahan Toro memiliki jumlah penduduk 
4282 jiwa. Dengan perbandingan jumla penduduk dari semua tingkatan usia 
laki-laki 2153 jiwa dan perempuan 2129 jiwa, dimana jumlah laki-laki lebih 
dominan disbanding jumlah perempuan. Dari 5 lingkungan yang berada di 
Kelurahan Toro jumlah penduduk terbanyak berada di lingkungan Tippulue 




b. Tingkat Pendidikan 




LINGKUNGAN SD SMP SMA 
SARJANA 
(S1-S2) 
TORO 159 101 575 60 
LONA 197 200 598 45 
BALAKANG 227 59 98 6 
TIPPULUE 205 243 434 107 
CILELLANG 70 50 30 5 
Sumber: Profil kelurahan Toro  2011 
Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan di kelurahan Toro tingkat 
pendidikan dari jenjang SD sampai Sarjana memiliki jumlah yang beragam 
tamatan SD terbanyak bearada di lingkungan Balakang sebesar 227, 
tamatan SMP berada di lingkungan Tippulue sebanyak 243, tamatan SMA 
terbanyak berada di lingkungan Lona sebanyak 598, dan jumlah Sarjana 
terbanyak berada di lingkungan Tippulue 107 orang. 
c. Mata Pencaharian 
Kelurahan Toro merupakan Kelurahan pertanian dan 
pesisir maka sebagian besar penduduknya bermata 
66 
 
pencaharian sebagai petani dan nelayan dan selengkapnya 
sebgai berikut: 
Tabel 4.7 
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Perlingkungan 
LINGKUNGAN  PNS SWASTA PEDAGANG PETANI TNI/POLRI LAIN-
LAIN 
TORO 59 89 29 432 70 309 
LONA 29 21 20 613 11 355 
BALAKANG 14 62 52 282 7 205 
TIPPULUE 558 176 82 46 93 502 
CILELLANG - 100 3 100 - - 
Sumber: Profil kelurahan Toro 2011 
Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian masyarakat yang ada di 
Kelurahan Toro terbanyak adalah Petani dan lingkungan dengan jumlah 
terbanyak yaitu lingkungan Lona dengan jumlah 613 petani. Untuk mata 
pencaharian terbanyak kedua yaitu PNS, yang selanjutnya Swasta, 
pedagang dan TNI/Polri. 
d. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) 
 Dari hasil pelaksanaan pendataan Rumah Tangga 
Miskin di Kelurahan Toro yang dilakukan oleh Kader 
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Pemberdayaan Masyarakat (KPMD/K) dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 4.8 
TABEL JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN MASING-MASING 
LINGKUNGAN 
LINGKUNGAN JUMLAH RTM KETERANGAN  
TORO 24  
LONA  29  
BALAKANG  50  
TIPPULUE 115  
CILELLANG 14  
Sumber: Profil kelurahan Toro 2011 
Berdasarkan tabel di atas, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di 
kelurahan Toro terbanyak berada di lingkungan Tippulue yaitu 115 RTM, 
slanjutnya lingkungan Balakang sebanyak 50 RTM, lingkungan Lona 
sebanyak 29 RTM, lingkungan Toro sebanyak 24 RTM, dan lingkungan 
Cilellang sebanyak 14 RTM. 
e. Potensi Khusus Sumber Daya Material 
 Kondisi potensi khusus sumber daya material 
Kelurahan Toro Kec. Tanete Riattang Timur secara garis 





Potensi Khusus Sumber Daya Material 
NO. JENIS POTENSI VOLUME LOKASI KET 
1. Bengkel 2 unit Ling.Tippulue Ling.Lona  
2.  Kios Voucher 5 unit Tippulue,Balakang, Lona  











6.  Mobil angkutan umum 5 unit Balakang, Tippulue,Lona  










9.  Pabrik Penggilingn Padi  2 unit Toro,Lona  





11. Mobil Dum truk 3 unit Lona,Tippulue  
12.  Eskavator - -  
13. Usaha Maubel - -  
14. Usaha pencucian mobil 1 unit Lona  
15. Bengkel Mobil - -  





17. Usaha salon 1 unit Balakang   
18. Servis elektronik 2 unit Balakang,Tippulue  
19. Pemukiman BTN 3 unit Toro,Balakang  
Sumber data: Profil kelurahan Toro  2011 
a. Sarana dan Prasarana Kelurahan  
 Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan 













Jalan setapak 1100x2 M Balakang,Lona,Tippulue 
Sumur umum(MCK) 5 unit Toro,Lona,Tippulue,Cilellang 
Sungai Alam 1000x6 M Balakang,Lona 
Jalan Tani 3000x4 M Toro,Balakang,Lona,Cilellang 
Perkuburan  5 lokasi Lona,Balakang,Tippulue 
Mesjid  6 unit Toro,Lona,Balakang,Tippulue,Cilellang 
Jalan lingkungan 500x4M Toro,Lona 
Jembatan  4x4M Toro 
Sekolah SD 3 unit Balakang,Lona,Tippulue 
Sekolah TK 1 unit Balakang 
Drainase  1500M Toro 
Saluran Irigasi 2000M Toro,Lona,Balakang 
Mata Air 5 titik Balakang,Lona 
SekolahMadrasah - - 
Kantor Lurah 1 Lingk. Toro 
Sumber data: Profil kelurahan Toro 2011 
4.2.4 Visi dan Misi Kelurahan Toro 
Visi  
Mewujudkan Kelurahan Toro yang unggul dan 
kompetitif dalam pelayanan serta berusaha menciptakan 




1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 
2. Membudayakan pola hidup sehat. 
3. Melestarikan dan meningkatkan derajat lingkungan 
masyarakat. 
4. Menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif 
4.2.5 Struktur Organisasi  
Kelurahan Toro menganut sistem kelembagaan 
pemerintahan kelurahan dengan pola minimal, Struktur 
organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup 
tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan 
memberikan kejelasan kepada setiap perangkat kelurahan 
terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme 
pertanggung jawabannya. Dengan adanya struktur 
pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua 
perangkat daerah  yang akan saling berkoordinasi, 





























NIP: 19671231 198911 1 005 
SEKRETARIS 
NURHAFNI HAFID, SH 
NIP: 19831223 200801 2 006 
Kepala ling. Lona 
A.BURHANUDDIN 
Kepala ling. Balakang 
MUH. ARAFAH 
Kepala ling. Toro 
BURHAN, S.Sos 
Kepala ling. Tippulue 
M. BASRI 



















4.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kelurahan Toro 
a. Lurah  
a) Tugas  
Menyelenggarakan tugas pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. 
b) Fungsi  
Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Lurah 
mempunyai fungsi: 
1. Pelaksanaan tugas pemerintahan 
2. Pemberdayaan masyarakat 
3. Pelayanan masyarakat 
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum 
6. Pembinaaan lembaga kemasyarakatan 
b. Sekretaris Lurah  
a) Tugas  
1. Daftar hadir pegawai dan honor kelurahan 
2. Laporan bulanan, laporan penduduk kelurahan Toro 
3. Surat masuk dan surat keluar 
4. Pengantar nikah 
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b) Fungsi  
Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud,sekretaris 
kelurahan mempunyai fungsi: 
1. Melakukan koordinasi administrasi terhadap segala 
kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan. 
2. Mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa 
data dalam rangka penyusunan program, pembinaan 
dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan 
pembangunan kelurahan. 
3. Melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan 
rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan 
menyusun laporan serta memberikan pelayanan 
administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan. 
4.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. 
c. Kepala Seksi Pemerintahan 
a) Tugas  
1. Surat pengantar KTP. KK, Akte kelahiran 
2. Surat keterangan domisili/pindah domisili 
3. Surat keterangan tanah 





b) Fungsi  
1. Mengumpulkan, mengolah data dan mengevaluasi 
data di bidang pemerintahan termasuk pembinaan 
wilayah dan masyarakat 
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 
3. Membantu tugas-tugas di bidang Pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) 
4. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan di bidang 
pemerintahan 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah 
d. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan 
a) Tugas 
1. Surat keterangan pemilikan hewan 
2. Surat permohonan mendirikan baruga 
3. Surat permintaan izin keramaian 
4. Surat pengantar imunisasi 
b) Fungsi 
1. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang 
ketentraman dan ketertiban 
2. Melakukan pelayanan dan bimbingan masyarakat di 
bidang ketentraman dan ketertiban serta pengawasan 
termasuk pengamanan terhadap bantuan kepada 
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masyarakat terhadap bencana alam dan bencana 
lainnya. 
3. Mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan 
pembinaan kerukunan warga 
4. Mengumpulkan bahan laporan di bidang ketentraman 
dan ketertiban 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah 
e. Kepala Seksi Pemberdayaan 
a) Tugas 
1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
2. Surat keterangan usaha/surat izin tempat usaha 
(SITU)  
3. Surat keterangan belum pernah menikah/telah 
menikah 
4. Surat keterangan Janda/Duda 
5. Surat keterangan lain-lain 
b) Fungsi 
1. Mengumpulkan, mengolah data dan mengevaluasi 
data di bidang pemberdayaan masyarakat 




3. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan 
program pemberdayaan masyarakat dalam usaha 
pengembangan perekonomian produksi dan distribusi 
4. Menyusun rencana kegiatan bina lembaga kelurahan 
5.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah 
f. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan 
a) Tugas 
1. Menangani raski, PKH kelurahan Toro 
2. Surat keterangan CK, BBM, Kelakuan Baik 
3. Surat keterangan tidak mampu 
4. Surat keterangan bercerai /merujuk 
5. Surat keterangan ahli waris 
6. Surat keterangan mahar 
b) Fungsi 
1. Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada 
masyarakat di bidang perekonomian dan 
kesejahteraan 
2. Membantu mengumpulkan dan menyebarkan dana 
bantuan terhadap korban bencana alam dan korban 
lainnya 
3. Membina pengusaha kecil dan menggalang 
pengumpulan dana untuk kepentingan umum 
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4. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di 
bidang perekonomian kesejahteraan dan ketertiban 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah 
4.3 Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering 
disingkat dengan (LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa atau yang dikenal dengan LKMD, 
Lembaga Pemberayaan Masyarakat Kelurahan menurut pasal 1 point 
(13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang 
Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga 
atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra 
Pemerintahan Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan 
aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas 
prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, 
bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan 
keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam 
menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dari 
masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses 
pemberian fungsi dan peranan kepada masyarakat secara terus 
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menerus dan berkesinambungan, sehingga adanya keseimbangan 
pada masyarakat, baik secara individu maupun ssecara kelompok atau 
kelembagaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh 
pemerintah, pemberianpengakuan oleh pemerintah terhadap 
keberdaan LPMK dengan wujud penertiban SK oleh Lurah tentang 
kelembagaan LPMK. LPMK juga dibina oleh pemeritah dengan 
berbagai bentuk pembinaan.  
Keanggotaan lembaga LPMK diatur dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, anggota LPMK berasal dari tokoh 
masyarakat yang ada di wilayah kelurahan, dan bukan tokoh 
masyarakat yang pada saat itu sedang menjabat pada lembaga 
kemasyarakatan kelurahan lainnya, seperti Ketua lembaga RT, Ketua 
lembaga  RW, Ketua lembaga PKK kelurahan, dan Ketua lembaga 
Karang Taruna, atau ketua lembaga kemasyarakatan kelurahan 
(lainnya). 
Anggota LPM pada umumnya diisi masyarakat yang berasal 
dari orang-orang berlatar belakang perguruan tinggi atau akademisi, 
guru sekolah, atau pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah, hal 
ini dikarenakan tugas yang diamanahkan kepada LPM cukup berat 
dan strategis, dimana LPM diberikan tugas menyusun perencanaan 
dan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan keahlian di 
79 
 
bidang perencanaan pembangunan dan tingkat pendidikan yang lebih 
baik.  
Perencanaan pembangunan yang dikutip Kartasasmita dalam 
buku Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dan Dr. Yusri Munaf, SH. M.Hum bahwa; 
“Dilihat dari prosesnya perencanaan pembangunan 
terdiri dari; perencanaan dari bawah ke atas (Bottom up 
planning), dan perencanaan dari atas ke bawah (Top down 
planning). Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagi 
suatu pendekatan perencanaan pembangunan yang 
seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada 
kebutuhan nyata masyarakat setempat. Pandangan ini dimulai 
prosesnya dengan mengenali kebutuhan masyarakat yang 
secaralangsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat 
dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.” 
Perencanaan yang disusun LPM merupakan salah contoh dari 
proses perencanaan yang berawal atau berproses dari bawah  ke 
atas, atau sering juga disebut dengan perencanaan partisipatif, 
perencanaan partisipatif ini disusun oleh masyarakat sendiri melalui 
LPM, oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memahami tentang 
perencanaan pembangunan, khususnya untuk anggota LPM.   
Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan memiliki fungsi 
yang jelas dan diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
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2000, berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri, 
dinyatakan fungsi LPM adalah:   
1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 
pembangunan. 
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat. 
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. 
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta 
swadaya gotong royong masyarakat, dan 
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber 
daya alam serta keserasian lingkungan hidup. 
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah: 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 
pembangunan, menamam dan memupuk rasa persatuan dan 
kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan 
pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan 
pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembnagunan secara 
partisipastif, menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat 
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secara gotong royong, dan mendayaguna sumber daya alam dan 
kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, fungsi LPM dalam 
membantu tugas lurah berperan sebagai: 
a. Motivator masyarakat 
b. Inspirator pembagunan 
c. Mediator masyarakat dengan pemerintah 
d. Aspirator masyarakat 
Lembaga LPM juga diberikan berbagai bentuk kewajiban, 
diantaranya; membantu pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai 
Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ikut membantu menjalin hubungan kemitraan 
dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah dan 
swasta membantu menjaga etika dan norma dalam kehidupan 
bermasyarakat, seperti juga membantu Lurah dalam pelaksanaan 
pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan 
kemasyarakatan.  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam 
membantu tugas Lurah, berkewajiban sebagai: 
1. Eksekutor kebijakan 
2. Stabilisator kehidupan bermasyarakat dan bernegara 




4.3.1 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, LPM pengganti 
lembaga kemasyarakatan sebelumnya LKMD, dan LKMD 
sebagai pengganti Lembaga Sosial Desa. Menurut Pasal 20 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri struktur kelembagaan 
LPM terdiri dari:  
1. Ketua  
2. Sekretaris 
3. Bendahara 
4. Bidang-bidang/seksi lainnya. 
Struktur kelembagaan LPM terdiri dari; satu orang ketua, 
satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan dibantu 
beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan jumlah 
bidang dan substansi bidang/seksi tidak ditentukan, sehingga 










Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 












































































4.4 Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada 
Pembangunan di Kelurahan Toro  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 
tentang Kelurahan, dijelaskan pada pasal 10 bahwa pembentukan 
lembaga kemasyarakatan dikelurahan atas prakarsa masyarakat 
melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan suatu 
lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-
nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama 
dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.  
Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari 
struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat 
memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi 
yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan 
masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-
sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.  
Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas  
lurah  meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan 
pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial 
kemasyarakatan dan pemberdayaan. Adapun alur Lembaga 
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Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai berikut : 
Gambar 4.4 







Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa alur Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat berawal dari adanya 
berbagai keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat sekitar, 
kemudian keluhan tersebut dapat di adukan dilembaga 
kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai lembaga yang dibentuk 
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam 





a. Kotak saran  
b. Kuesioner  
c. Rapat  
Kasi Pemberdayaan 





Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan: 
1. Kotak saran  
Dalam upaya mempermudah, menampung segala 
aspirasi, keluhan maupun saran dari masyarakat, pihak 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
menggunakan pola penyediaan kotak saran atau pengaduan. 
Kotak saran merupakan tempat menampung surat berupa 
usulan dan saran bagi masyarakat. Dengan adanya kotak 
saran diharapkan agar masyarakat juga mau menyampaikan 
aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di 
Kelurahan. 
Langkah ini merupakan bentuk komitmen kelurahan 
untuk menyukseskan program pembangunan di  kelurahan. 
Setiap aspirasi masyarakat maupun keluhan dari warga 
masyarakat melalui kotak saran tersebut akan ditampung oleh 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan 
diperhatikan sebagaimana mestinya. Meskipun kotak saran 
yang akan disediakan bersifat terbuka kepada masyarakat 
secara luas, namun warga yang menyampaikan keluhan-
keluhan maupun saran akan dirahasiakan identitasnya. 
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2. Kuesioner  
Kuesioner merupakan daftar yang berisi pertanyaan-
pertanyaan yang dijawab dan dikerjakan oleh responden.  
Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tanggapan 
responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan 
adanya kuesioner responden mudah dalam memberikan 
jawaban, karena jawaban telah tersedia akan membutuhkan 
waktu yang singkat dalam menjawabnya. 
Tujuan kuesioner yaitu untuk memperoleh data yang 
relevan sesuai dengan yang akan dicapai. Kuesioner yang 
dibuat juga untuk memecahkan masalah penelitian. Maka dari 
itu kuesioner yang dibuat harus menggunakan bahasa yang 
dapat dimengerti oleh masyarakat agar masyarakat mudah 
dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Dalam 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan 
melalui cara membagikan kuesioner kepada masyarakat setiap 
lingkungan dan kemudian masyarakat akan diberikan arahan 
cara mengisi kuesioner yang diberikan.  
3. Rapat  
Salah satu bentuk menampung aspirasi masyarakat 
yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dengan mengadakan rapat bersama setiap 
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kepala lingkungan kelurahan. Rapat adalah pertemuan atau 
berkumpulnya minimal 2 orang lebih untuk membahas apa 
yang dibutuhkan dan memutuskan suatu tujuan yang ingin 
dicapai.   
Adapun cara yang dilakukan masyarakat kelurahan Toro 
dalam menyampaikan aspirasinya yaitu melalui rapat yang dihadiri 
oleh setiap kepala lingkungan dimana masyarakat menyampaikan 
keluhannnya kepada setiap kepala lingkungan masing-masing, 
kemudian setiap kepala lingkungan menyampaikan aspirasi 
masyarakat ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK). 
Jadwal yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk mengadakan rapat tidak jelas 
dan tidak menentu. Sehingga saran dan keluhan yang disampaikan 
oleh masyarakat kepada kepala lingkungannya masing-masing tidak 
jelas kapan akan disampaikan kepada ketua Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).  
Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama kepala 
lingkungan Balakang yang mengatakan bahwa: 
“tidak ada kepastian kapan jadwal rapat yang diumumkan oleh  
ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK), sehingga saran dan keluhan dari masyarakat hanya 
sekedar ditampung dan belum tersalurkan ”. (Wawancara pada 





Hal ini juga dipertegas oleh salah satu kepala lingkungan Toro 
yang mengatakan bahwa : 
“biasanya ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) tidak jelas dalam mengadakan rapat. 
Namun, dalam tahun ini mengadakan rapat saat mendekati 
jadwal Musrenbang. Jadi dalam tahun ini Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),hanya 
mengadakan rapat satu kali dalam satu tahun  ”. (Wawancara 
pada tanggal 23 Februari 2017) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan 
Balakang dan Toro terlihat bahwa Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak efektif dalam menampung 
aspirasi masyarakat karena tidak ada kejelasan jadwal rapat yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK). 
Setelah melakukan rapat, kemudian pihak Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) berkoordinasi ke 
kelurahan tepatnya di Kasi pemberdayaan dan kesejahteraan 
masyarakat yang kemudian akan dibahas lanjut pada rapat 
musrenbang kelurahan. 
Hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama ketua Lembaga 




“Dalam menampung aspirasi masyarakat kami mengadakan 
rapat yang diwakili setiap kepala lingkungan ”. (Wawancara 
pada tanggal 21 Februari 2017 ) 
 
 
Hal ini juga dipertegas oleh salah satu kepala lingkungan Lona 
yang mengatakan bahwa : 
“Setelah saya mendapat pengaduan atau saran dari 
masyarakat mengenai masalah pembangunan yang ada di 
lingkungan, kemudian saya menyampaikan kepada ketua 
Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan (LPMK) saat 
rapat ”. (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2017) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat dalam  
menyampaikan keluhan yang dialami mengenai masalah 
pembangunan di kelurahan Toro, mereka mengadukan ke kepala 
lingkungannya masing-masing. Setelah adanya saran dan 
pengaduan dari masyarakat, kepala lingkungan membawa hasil 
pengaduan dalam rapat yang dilakukan oleh Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Kemudian hasil dari 
rapat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) bersama setiap kepala lingkungan, ketua 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).   
berkoordinasi ke kantor kelurahan yang dikoordinasikan kepada 
Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, dan kemudian 
akan di bahas lanjut pada rapat musrenbang. 
Pada rapat musrenbang di kelurahan Toro yang diikuti oleh 
91 
 
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala lingkungan, 
kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan 
juga masyarakat akan membahas dan memusyawarahkan apa yang 
menjadi hasil dari saran dan pengaduan masyarakat dalam 
pembangunan di Kelurahan Toro. Berikut daftar hadir dalam 




















DAFTAR HADIR MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN 
TORO TAHUN 2016 
NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT 
1.  Abd. Rasyid TK.  Masyarakat Toro 
2.  Harnidah Anggota klp 
kontituen 
Toro 
3.  Abd. Rasyid TK. Masyarakat Tippulue 
4. Muh. Amir TK. Masyarakat Balakang 
5. A. Hadri Petani Tambak Balakang 
6. Muhtar Nelayan Tippulue 
7. Jumardin Petani Cilellang 
8. Rapik Petani Cilellang 
9.  Rulla Petani Cilellang 
10. Rasyid Nelayan Balakang 
11. H. M. Yusuf Petani Tippulue 
12.  Firman Ketua LPM Toro 
13.  Rosmiati, S.Sos KASI KESRA Lona Rilau 
14. Triagus TK. Masyarakat Cilellang 
15.  Baharuddin Kepala ling. Cilellang 
16.  A. Baharuddin Kepala ling. Lona 
17. Abd. Rahim Imam Lona 
18. M. Arafah Kepala ling. Balakang 
19. Muh. Takwim Ketua BKM Lona 
20. Rita Anggota klp 
kontituen 
Balakang 
21. Sahriah Masyarakat Limpenno 
22. Burhan, S.Sos Kepala ling. Toro 
23. Yuyun. Ys.Sos KASI PEM. Toro 
24. Drs. Azis TNI AD Koramis 07 
25. Haedar Hafid PNS Limpenno 
26. HJ. Saripah Masita PNS Watampone 
27. Sanawiah KK. Kel. Toro Tipulue 
28. Marwati Staf. Kantor camat BTN Biru 
29. Safinawi Staf. Kantor camat Tibojong 
Sumber data : Laporan hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan  






DAFTAR HADIR MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN TORO 
TAHUN 2017 
NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT 
1. Hasnawati Ramlis, S.Sos Camat T.R.Timur Cellu 
2.  Muh. Kasim Babinsa Kel. Toro BTN Puri 
3. Muslimin Kantimmas Kel. Toro  
4. Muhiddin, S.Sos Lurah Toro Jl. S. 
Kapuas 
5. Nur Ilmi Staf. Kel. Toro Toro 
6. Sarifah A. Ma Guru SD Toro 
7. Lis Sarianti Staf. Kel. Toro Toro 
8.  Fatman Sp. M.Si Kepala BPK Timur Waetuwo 
9. Roswati, S.Pd KAMAD Jl. S. Musi 
10. M. Ramli. M Masyarakat Lona 
11.  A. Musda, Sp PPL Watampone 
12. Abd. Rahim Imam Lona 
13. Uddin Imam Toro 
14. M. Basri Kepala Lingkungan Balakang 
15. Ust. Arif. S Imam Tippilue 
16. Drs. Muh. Arafah Kepala SD Lona Riaja 
17. Sirajuddin Masyarakat Balakang 
18.  M. Amir Masyarakat Balakang 
19. Tawile Masyarakat Toro 
20. Idrus Masyarakat Tippulue 
21. M. Rapik Masyarakat Cilellang 
22. Burhan Kepala Lingkungan Toro 
23.  Firman Ketua LPM kel. Toro Toro 
24. A. Burhanuddin Kepala lingkungan Lona 
25. Iwan Alibas, S.Pd Kepala Sekretaris Panyula 
26. A. Hadri Masyarakat Balakang 
27. Muh. Arafah Kepala lingkungan Balakang 
28. Haedar Hafid Tokoh pemuda Limpenno 
29. Harnidah Tokoh Perempuan Toro 
30. Triagus Kelompok Tani Cilellang 
31. Juhasmi UPTD PPKB Tibojong 
32. Mirnawati PLKB kel. Toro Toro 
33. Miskawati PLKB Toro 
34. Takwim Mappe Ketua BKM Lona 
35.  A. Evi Tamala Staf. Kel. Toro Balakang 
Sumber data : Laporan hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan  
pada tanggal 06 Februari 2017 
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Berdasarkan daftar hadir masyarakat dalam musrenbang di 
kelurahan Toro pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat bahwa 
terjadi sedikit peningkatan walaupun tidak banyak yaitu kehadiran 
masyarakat pada musrenbang tahun 2016 sebanyak 29 orang dan 
kehadiran masyarakat pada musrenbang di tahun 2017 sebanyak 35 
orang, hal ini dapat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mulai 
meningkat untuk terlibat memberikan usulan-usulan yang dibutuhkan 
di lingkungan masing-masing pada musrenbang tingkat kelurahan.  
Dalam kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan 
pembangunan)   adapun usulan-usulan yang diberikan masyarakat, 











Daftar Usulan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) 
kelurahan Toro 
 
NO Usulan Perkiraan Biaya Total 
Pekerjaan 
Sumber Pembiayaan 
1. Pembangunan pagar 
kantor Lurah 
Rp. 80.000.000 APBD KAB. 
2.  Pembangunan jalan tani 
lingkungan Tippulue 
Rp. 190.000.000 APBD KAB. 
3. Pembangunan jalan tani 
lingkungan Balakang 
Rp. 190.000.000 APBD KAB. 
4. Pembuatan drainase Rp. 500.000.000 APBD KAB. 
5. Pengadaan hand traktor Rp. 60.000.000 APBD KAB 
6. Penambahan jalan tani di 
Ling. Lona 
Rp. 190.000.000 APBD KAB. 
7. Pembangunan saluran 
irigasi ling. Lona 
Rp. 250.000.000 APBD KAB. 
8.  Pembangunan jalan tani di 
lingkungan Lona 
Rp. 280.000.000 APBD KAB. 
9. Pembangunan saluran 
irigasi di lingkungan Toro 
Rp. 350.000.000 APBD KAB. 
10. Pembangunan jalan tani di 
lingkungan Toro 
Rp. 280.000.000 APBD KAB 
11.  Pembangunan jalan tani di 
lingkungan Cilellang 
Rp. 190.000.000 APBD KAB 
12. Pembuatan saluran irigasi 
di lingkungan Cilellang 
Rp. 350.000.000 APBD KAB 
13. Pembuatan jalan setapak di 
lingkungan Tippulue 
Rp. 300.000.000 APBD KAB 
14. Perbaikan jalan setapak di 
lingkungan Tippulue 
Rp. 150.000.000 APBD KAB 
15. Pembuatan jalan setapak di 
lingkungan Limpenno/ Lona 
Rp. 200.000.000 APBD KAB 
16. Pengerasan jalan kuburan Rp. 295.000.000 APBD KAB 
17. Pengadaan perahu dan alat 
tangkap di lingkungan 
Balakang 
Rp. 180.000.000 APBD KAB 
18.  Pembuatan jalan setapak di 
lingkungan Tippulue 
Rp. 300.000.000 APBD KAB 
19. Bantuan peralatan  friser 
dan box ikan 
Rp. 90.000.000 APBD KAB 
20. Pengadaan jamban 
keluarga 
Rp. 350.000.000 APBD KAB 
21. Bantuan bibit sapi Rp. 200.000.000 APBD KAB 
22. Pengadaan bak sampah Rp. 60.000.000 APBD KAB 
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23.  Bedah rumah di lingkungan 
Tippulue 
Rp. 300.000.000 APBD KAB 
24. Bedah rumah di lingkungan 
Balakang 
Rp. 100.000.000 APBD KAB 
25. Pengadaan perahu dan alat  
tangkap di lingkungan 
Tippulue 
Rp. 180.000.000 APBD KAB 
Sumber data: hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) 
di kelurahan Toro tahun 2016 
 
  Berdasarkan tabel di atas terdapat 25 usulan masyarakat yang 
diusulkan  pada musrenbang di kelurahan Toro. Usulan-usulan 
tersebut merupakan kebutuhan yang langsung berasal dari 
masyarakat sendiri, namun dari beberapa usulan-usulan tersebut ada 
beberapa yang menjadi prioritas yang merupakan hal utama yang 












Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan 
NO. USULAN KETERANGAN 
1. Pembuatan drainase Terlaksana 
2. Pembuatan jalan setapak Terlaksana  
3. Pembuatan saluran irigasi Terlaksana  
4. Pengadaan jamban keluarga Tidak terlaksana  
5. Bantuan bibit sapi Belum terlaksana 
Sumber: hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di 
kelurahan Toro tahun 2016 
 
  Berdasarkan tabel di atas ada 5 program prioritas dalam 
pembangunan di kelurahan Toro yang merupakan hasil musyawarah 
yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrebang di kelurahan Toro. 
Dalam perencanaan yang telah diusulkan oleh masyarakat, hal ini 
merupakan tugas yang di berikan kepada Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK)  dalam melaksanakan kewenangannya 
untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Bukan hanya menjadi kewajiban 
bagi LPMK dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, 
namun juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan 
berhasilnya  suatu pembangunan di kelurahan Toro. Oleh karena itu 
dibutuhkan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
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(LPMK) dalam melibatkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya 
utamanya dalam pengambilan keputusan, karena keikutsertaan 
masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu 
pembangunan.  
Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan mempunyai 
fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; penyusun 
rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, 
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara 
partisipatif; dan penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan 
partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.   
Peranan Lembaga kemasyarakatan terkhusus Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)  di kelurahan Toro 
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terutama 
dibidang pembangunan yang dimana di kelurahan Toro memiliki 
program pembangunan yang telah di musyawarahkan pada 
musrenbang kelurahan. Hal tersebut senada dengan pernyataan 
Lurah Toro: 
“Yang dilakukan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat melalui musrenbang kelurahan, jadi yang 
diperlukan kehadirannya yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, 
tokoh pemuda, kepala lingkungan, dan juga masyarakat  ikut 
serta musrenbang kelurahan, karena merekalah yang 
menyampaikan aspirasi apa saja yang mereka anggap perlu di 
bangun di lingkungannya, program pembangunan yang di 
laksanakan secara bertahap misalnya yang mereka usulkan 
semua hampir sama yaitu pembuatan jalan tani, pembuatan 
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drainase, pembuatan jamban keluarga dan penerangan lampu 
jalan yang merupakan prioritas di lingkungannya masing-
masing”. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2017) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa program utama 
yang di jalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) seperti pembuatan jalan tani, pembuatan drainase, 
pembuatan jamban keluarga dan penerangan lampu jalan. Hal 
tersebut dikarenakan di kelurahan Toro sebagian besar 
masyarakatnya memiliki mata pencaharian pokok sebagai 
petani,sehingga dibutuhkan pembangunan jalan untuk melancarkan 
aktivitas pertanian, juga di kelurahan Toro di beberapa lingkungan 
mengeluhkan  saluran drainase,masih kurangnya jamban keluarga 
dan tidak adanya penerangan lampu jalan dibeberapa lingkungan 
yang merupakan prioritas bagi masyarakat di kelurahan Toro. 
Adapun yang menjadi hambatan dalam menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat bahwa tidak ada waktu tepat yang 
dijadwalkan oleh LPMK dalam mengadakan rapat bersama setiap 
kepala lingkungan. Sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi 
yang dilakukan oleh setiap kepala lingkungan kepada Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). 
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4.5 Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 
dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan 
fisik di Kelurahan Toro. 
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal 
yang penting dalam mengikutsertakan masyarakat dalam 
melaksanakan program pembangunan yang telah di programkan 
karena LPMK merupakan penggerak kegiatan ini di Kelurahan Toro. 
Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat 
merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta  
tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang 
bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui 
partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa 
kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut 
keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.(Aprilia 
Theresia, Krisnha dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, 2015, 
hlm. 197) 
Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus 
ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam 
praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Di pihak lain, 
tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses 
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pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan 
oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di 
dalam proses pembangunan. (Aprilia Theresia, Krisnha dkk, 
Pembangunan Berbasis Masyarakat, 2015, hlm. 206).  
Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur, ada beberapa 
fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan 
masyarakat kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
adalah sebagai fasilitator dan dinamisator bagi pembangunan wilayah 
kelurahan. Berikut peranan LPMK di Kelurahan Toro: 
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator  
Peran LPMK sebagai fasilitator di Kelurahan adalah 
memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program 
pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. 
Sebagai fasilitator LPMK selain mengusulkan pembangunan juga 
melakukan pendampingan terhadap perangkat-perangkat RT dan 
RW di Kelurahan. Peran LPMK di Kelurahan Toro memang terlihat 
sebagai fasilitator di dalam upaya menyusun rencana 
pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMK di dalam 
melakukan aktivitas rapat antara perangkat kelurahan yang 
mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan. Agar 
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dapat menjadi fasilitator yang baik ada beberapa hal yang dapat 
dilihat yaitu: 
a. Masyarakat Ikut Merencanakan Pembangunan 
Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada 
masing-masing kelurahan merupakan bentuk tanggungjawab 
masing-masing kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang 
program yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka demi 
tercapainya pembangunan yang bersifat fisik yang dibutuhkan 
masyarakat setempat.  
Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang 
akan dilaksanakan kelurahan mereka dan juga harus 
bertanggungjawab dengan program yang telah mereka usulkan 
dalam musrenbang tingkat kelurahan dan seterusnya. Hal senada 
disampaikan oleh kepala lingkungan Toro : 
“Dalam merencanakan pembangunan yang akan 
dilaksanakan di kelurahan ini memang masyarakat diikut 
sertakan dalam mengusulkan pembangunan yang menjadi 
prioritas di lingkungan masing-masing karena disini 
kelurahan Toro ada lima lingkungan dan di usulkan di 
musrenbang kelurahan”. (wawancara pada tanggal 22 
februari 2017) 
Hal ini juga dipertegas oleh ketua lingkungan Tippulue yang 
mengatakan bahwa : 
“Masyarakat diikut sertakan dalam usulan pembangunan 
dan mereka juga harus bertanggung jawab atas 
pembangunan yang telah mereka usulkan di kelurahan 




  Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 
informan selaku kepala lingkungan Toro dan kepala lingkungan 
Tippulue mengatakan bahwa masyarakat yang aktif seperti yang 
dikatakan kepala lingkungan di dalam merencanakan 
pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang 
akan dilaksanakan karena mereka tidak perlu lagi di perintah 
terlebih dahulu  demi kemajuan pembangunan di kelurahan Toro. 
Adapun faktor pendukung yang menunjukkan bahwa 
masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan 
pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan 
masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat 
dalam suatu kegiatan pembangunan.  
Kesadaran atau kemauan masyarakat yaitu keikutsertaan 
masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul 
begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorong untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan utamanya dari 
kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. 
Kemudian tingkat pendidikan masyarakat yaitu salah satu 
fator yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan adalah 
pendidikan, karena pendidikan dikaitkan dengan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan maka memiliki perhatian yang 
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besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan. 
Melalui pendidikan yang tinggi maka masyarakat akan mengerti 
pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan 
dilaksanakan dan mereka akan terlibat langsung dalam 
pembangunan tersebut. 
Masyarakat yang aktif di kelurahan Toro ternyata tidak 
semua yang memiliki keaktifan yang sama karena berdasarkan 
informasi dari masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa: 
“Iya saya tahu kalau ada musrenbang di kelurahan, tapi saya 
tidak ikut dalam rapat itu karena saya ikut saja dengan apa 
keputusan dari pihak kelurahan”. (Wawancara pada tanggal 
22 februari 2017) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 
informan selaku masyarakat di kelurahan Toro  bahwa masyarakat 
dikelurahan Toro kurang peduli terhadap pembangunan yang akan 
dilaksanakan karena mereka hanya mengikuti apa hasil keputusan 
musrenbang tanpa ikut serta dalam musrenbang kelurahan 
tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti di 
atas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan 
Toro masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, 
apalagi dengan zaman sekarang gotong royong dan kebersamaan 




Hal ini berdasarkan wawancara bersama salah seorang 
masyarakat, yang mengatakan bahwa: 
“wajar kalau partisipasi masyarakat disini kurang karena 
menurut saya setiap orang memiliki kepentingan masing-
masing. Seperti sibuk mencari pengahasilan untuk memenuhi 




Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya 
kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong 
royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga  tingkat 
pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk 
mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan 
dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang 
menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa 
bodoh terhadap pembangunan. 
Jadi, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai 
fasilitator melalui LPM kelurahan Toro sangat rendah hal ini 
menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan memiliki 
kesadaran rendah untuk merencanakan pembangunan hal ini 
disebabkan dari kurangnya minat masyarakat.   
b. Masyarakat Ikut Dalam Merencanakan Prioritas Usulan Program  
Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan ditingkat 
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kelurahan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin 
dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting 
karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa 
yang dibutuhkan oleh masing-masing kelurahan untuk 
dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh 
masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti 
melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone. Untuk memperoleh informasi 
yang jelas maka hal mengenai prioritas penyelenggaraan program 
pemerintah yang akan dilaksanakan di Kelurahan Toro maka hal 
ini dijelaskan dalam wawancara bersama tokoh masyarakat 
kelurahan Toro bahwa: 
“Yang saya lakukan dalam penyelenggaraan prioritas 
program pembangunan hanya untuk kepentingan masyarakat 
disini”. (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2017)  
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 
informan selaku masyarakat (kepala sekolah) di kelurahan Toro 
bahwa masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan 
pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di 
dalam memberikan usulan program LPM Kelurahan antara lain 
dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat 
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yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan yaitu musrenbang 
kelurahan Toro kecamatan Tanete Riattang Timur.   
Selanjutnya wawancara dengan pak Lurah yang menyatakan 
bahwa: 
“Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk 
kepentingan bersama dan kemudian melihat apa-apa saja 
yang sudah diprogramkan oleh pemerintah setelah itu kita 
sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
kelurahan Toro. Kemudian program prioritas dalam Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat memang dilakukan setahun 
sekali dalam rapat musrenbang ditingkat kelurahan”. 
(Wawancara pada tanggal 23 Februari 2017)  
 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas kemudian ditambahkan 
oleh tokoh masyarakat bahwa: 
“Memang program yang dijadikan sebagai prioritas di 
kelurahan ini sangat dibutuhkan tetapi terkadang masyarakat 
tidak ada komentar dengan program LPMK, karena 
sebenarnya LPMK dikelurahan ini kurang berperan  
disebabkan apabila ada bantuan dari pemerintah dialihkan ke 
pihak ketiga yaitu kontraktor pihak itulah yang mengerjakan 
yang seharusnya menjadi kewenangan LPMK mengapa 
demikian karena disinilah kelemahan ketua LPMK yang 
diibaratkan tidak bisa menjemput bola dengan baik, dan 
ketua LPMK itu sendiri tidak proaktif menjemput proyek, dan 
apabila ada proyek masuk dia tahu bahwa pengelolanya 
adalah kontraktor bukan organisasinya yang seharusnya 
menjadi tugas dari organisasinya bahkan dia terima saja 




Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 
informan selaku tokoh masyarakat di kelurahan Toro maka 
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diketahui bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) sebagai fasilitator masih rendah sesuai aturan 
yang berlaku untuk LPMK hal ini dapat dilihat dari pernyataan 
ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan 
bahwa LPMK di kelurahan Toro tidak proaktif dalam pelaksanaan 
pembangunan di kelurahan Toro karena organisasi tersebut tidak 
mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian 
besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan 
pelaksanaan pembangunan. 
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai 
Dinamisator 
 Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPMK 
harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan 
dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat 
untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di 
masing-masing lingkungan.  
a. LPMK Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap 
kegiatan Program Pembangunan 
Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam 
membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPMK yang 
ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya 
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dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi 
prioritas di kelurahan Toro sesuai kebutuhan masyarakat  demi 
kemajuan pembangunan di Kelurahan Toro. 
Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh 
pemerintah adalah terwujudnya program yang telah 
direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh 
masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan 
bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk 
menyukseskan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat 
kelurahan Toro. Maka dari itu LPMK harus melakukan 
pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan 
pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat dapat 
terpantau dengan baik. Maka agar mengetahui sejauh mana 
LPMK melaksanakan perannya maka dapat dilihat dari 
informasi yang disampaikan oleh tokoh pemuda bahwa: 
“LPM kelurahan Toro disini tidak melakukan pemantauan 
secara bertahap, mereka hanya mengecek disaat awal 
berjalannya program pembangunan dan setelah 
selesainya pelaksanaanya program pembangunan 
tersebut. Setelah selesai proses semua itu sama sekali 
tidak ada. Maka perannya tidak berjalan maksimal”. 
(Wawancara pada tanggal 22 februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran 
LPMK tidak dilaksanakan secara maksimal karena dilihat dari 
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informasi dari tokoh pemuda bahwa pemantauan yang 
dilaksanakan hanya diawal dan diakhir penyelesaian 
pembangunan saja setelah itu sama sekali tidak ada. Dari 
informasi di atas maka selanjutnya dilakukan wawancara 
dengan kepala lingkungan yang dimana dalam pelaksanaan 
pemantauan pembangunan apakah benar tidak dilakukan 
secara maksimal, maka dikemukakan oleh bapak selaku kepala 
lingkungan Cilellang bahwa: 
“Pembangunan fisik yang telah dibangun yah berjalan 
dengan semestinya. Sebagai kepala lingkungan Cilellang 
saya belum pernah melihat anggota ataupun ketua 
LPMK melakukan pemantauan secara langsung jika 
pembangunan tersebut sudah selesai.” (Wawancara 
pada tanggal 22 februari 2017) 
 
  
Kurang maksimlanya peranan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Toro juga 
disebabkan karena kurang perhatiaannya pemerintah 
Kabupaten Bone terhadap Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Toro. Hal ini 
terbukti sampai sekarang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) belum berbadan hukum. 
Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 




“Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) di kelurahan Toro ini tidak berbadan 
hukum, beberapa kali kami melakukan pertemuan di 
kantor Bupati yang katanya akan diakta notariskan 
namun pada kenyataannya tidak ada yang dilakukan, 
maka dari itu peran kami sebagai LPMK masih kurang 
maksimal. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa 
ada beberapa faktor yang menjadi hambatan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam 
melaksanakan perannya di Kelurahan Toro salah satunya 
kurang perhatiaannya pemerintah Kabupaten Bone dengan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ini. 
Faktor lain yang menjadi penghambat kurang 
maksimalnya peran Lembaga Pemberdayaan masyarakat 
Kelurahan (LPMK) yaitu Kelurahan Toro tidak memerdayakan 
lembaga kemasyarakatan yang ada salah satunya Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam hall 
program pembangunan. Dalam melakukan program 
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dialihkan 
kepihak ketigakan yaitu kontraktor yang seharusnya sudah 
menjadi kewenangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK).  Hal ini disebabkan adanya kepentingan 
politik yang mendominasi pekerjaan di Kelurahan Toro. 
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Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang 
mengatakan bahwa : 
“bagaimana lembaga kami bisa berperan dengan 
semestinya jika program pembangunan yang semestinya 
dikerjakan oleh pihak kami namun pada kenyataannya 
dialihkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor .” (Wawancara 
pada tanggal 22 februari 2017) 
 
  
Dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan dibutuhkan 
sebuah perencanaan yang dimana dalam menentukan perencanaan 
dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ada tiga alasan utama pentingnya 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu sebagai 
langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi 
dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan 
rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program 
pembangunan yang dilaksanakan, yang kedua sebagai alat untuk 
memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap 
masyarakat setempat, serta Masyarakat memperoleh hak untuk „urun 
rembug‟ dalam menentukan program-program pembangunan yang 
dilaksanakan. 
Agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 
maka dibutuhkan komunikasi pembangunan artinya tujuan 
komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan 
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pembangunan dan menyampaikan pesan-pesan tentang 
pembangunan saja tetapi yang lebih penting dalam komunikasi 
pembangunan yaitu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui komunikasi 
pembangunan dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat. 
Tipe partisipasi masyarakat menurut (Hobley,1996:204) ada 
tujuh tipe yaitu: 
1. Partisipasi pasif 
a) Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. 
b) Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa 
memperhatikan tanggapan masyrakat. 
c) Informasi yang di pertukarkan terbatas pada kalangan 
professional di luar kelompok sasaran.  
2. Partisipasi informatif 
a) Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
b) Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan 
mempengaruhi proses penelitian. 
c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersaa masyarakat. 
3. Partisipasi konsultatif 
a) Masyarakat berpartisipasi denggan cara berkonsultasi 
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b) Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan 
pemecahannya 
c) Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama 
d) Para professional tidak berkewajiban untuk mengajukan 
pandangan 
e) Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti 
4. Partisipasi insentif 
a) Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh 
imbalan berupa insentif atau upah 
b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau 
eksperimen-eksperimen yang dilakukan 
c) Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-
kegiatan setelah insentif dihentikan. 
5. Partisipasi fungsional 
a) Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan 
proyek  
b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah adakeputusan-
keputusan utama yang disepakati 
c) Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, 





6. Partisipasi interaktif 
a) Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan 
kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan 
b) Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari 
keraggaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur 
dan sistematik 
c) Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas 
(pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga 
memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan 
7. Self mobilization (mandiri) 
a) Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak 
dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau 
nilai-nilai yang mereka miliki 
b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-
lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan 
sumberdaya yang diperlukan 
c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan 
sumberdaya yang ada dan atau digunakan 
Berdasarkan tipe partisipasi masyarakat di atas bahwa 
masyarakat  di kelurahan Toro termasuk pada partisipasi pasif 
dimana masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, 
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masyarakat hanya menunggu informasi dan arahan dari pihak 
pelaksana. 
Tentang hal di atas yang terjadi dalam pelaksanaan 
pembangunan di kelurahan Toro menurut informasi dari Lurah Toro 
yang mengatakan bahwa: 
“Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan di kelurahan Toro ini sebenarnya peran LPM di 
kelurahan Toro kurang maksimal karena dilihat dari partisipasi 
masyarakat yang masih kurang keikutsertaannya dalam 
pelaksanaan pembangunan dan juga apabila ada bantuan dari 
pemerintah  yang masuk selalu dipihak ketigakan yaitu beralih 
ke kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari LPMK  
dan juga LPMK  tidak proaktif pada pembangunan. Maka dari 
itu partisipasi masyarakat di sini masih kurang dan LPM di 
kelurahan ini kurang berperan sebagaimana mestinya”. 
(Wawancara pada tanggal 21 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa partisipasi 
masyarakat di Kelurahan Toro sangat rendah di sebabkan kurang 
maksimalnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) di karenakan dari informasi yang di berikan oleh Lurah bahwa 
pihak LPMK kurang proaktif dalam pembangunan yang dilaksanakan 
di kelurahan Toro. Dan juga masyarakatnya pun dengan kondisi  
LPMK yang kurang berperan aktif dalam pembangunan maka mereka 
pun acuh tak acuh juga dengan masalah pembangunan di kelurahan 
Toro. Maka wajar apabila ada masyarakat tidak ikut serta dan tidak 




Dari pernyataan Lurah Toro) mengenai partisipasi masyarakat 
di tambah juga oleh tokoh masyarakat sebagai ketua Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa: 
“Kelemahan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) di kelurahan Toro karena tidak proaktif 
menjemput proyek, kalau ada proyek yang masuk dia tahu 
bahwa dipihak ketigakan atau yang melaksanakannya adalah 
kontraktor bukan dari pihak LPMK yang seharusnya menjadi 
kewenangannya namun dia hanya terima saja yang seharusnya 
dia kritisi, maka untuk hal meningkatkan partisipasi masyarakat 
di kelurahan ini susah untuk di katakan bagus karena dilihat dari 
pihak LPMK yang tidak proaktif maka masyarakatnya pun ikut 
acuh tak acuh dan  mengikuti saja apa yang menjadi keputusan 
dari pihak kelurahan”. (Wawancara  pada tanggal 25 Februari 
2017). 
 
Adapun pernyataan dari kepala lingkungan Lona kelurahan 
Toro yang menyatakan bahwa : 
“di lingkungan Lona ini beberapa keluhan dari masyarakat 
terutama untuk masalah MCK umum, disini MCK umumnya 
tidak ada bahkan ada rumah warga yang tidak memiliki wc 
karena tidak adanya biaya, mereka berharap agar di buatkan 
MCK umum karena mereka merasa susah apabila mau buang 
air, malahan kalau mereka mau buang air mereka pergi ke 
sawah, dan kebutuhan masyarakat disini sampai sekarang 
belum di laksanakan maka dari itu tugas LPMK di kelurahan 
Toro ini menurut saya sangat kurang berperan sesuai dengan 
aturan yang ada, karena apabila ada bantuan dari pemerintah 
yang masuk yang mngerjakannya bukan dari pihak LPMK 
malahan saya liat kontraktor yang menanganinya yang 
seharusnya menjadi kewenangan dari LPMK”. (wawancara 
pada tanggal 23 Februari 2017). 
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas bahwa LPMK di 
kelurahan Toro kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya 
karena dapat dilihat dari informasi dari tokoh masyarakat dan kepala 
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lingkungan bahwa tugas dan fungsi dari LPMK tidak  berjalan dengan 
semestinya karena setiap ada bantuan dari pemerintah yang 
melaksanakan pembangunan tersebut adalah dipihak ketigakan yang 
dialihkan ke kontraktor yang seharusnya menjadi kewenangan dari 
LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di kelurahan 
Toro. 
Terkait dengan partisipasi masyarakat, ada empat lingkup  
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: 
1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya 
perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan 
masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan 
keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat. 
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan. 
Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, 
perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk 
tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang 
sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-
masing warga/masyarakat. 
3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 
Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan 
mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat 
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diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah 
sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh 
umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam 
pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. 
4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 
Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap 
program pembangunan secara langsung, sehingga hasil 
pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya 
partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk 
memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan 
jembatan penyeberangan jalan, dan sebagainya. 
Berdasarkan keempat lingkup partisipasi masyarakat di atas  
bahwa agar dapat terciptanya pembangunan yang diinginkan 
maka perlu adanya peran serta masyarakat dalam bepartisipasi 
pada perencanaan maupun pelaksanaan suatu pembangunan 
seperti ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ikut 
berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 
Adapun yang menjadi faktor penghambat kurang maksimalnya 
peranan LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di 
kelurahan Toro yaitu tidak proaktifnya ketua LPMK terhadap program 
pembangunan, maka setiap pembangunan yang dilaksanakan yang 
menanganinya dipihak ketigakan hal ini juga disebabkan kurang 
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bertanggung jawabnya pihak LPMK maka dari itu setiap program 
pembangunan di alihkan ke kontraktor dan pihak LPMK hanya 























KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat  belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang 
berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Dimana pihak LPMK tidak menjadwalkan 
waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap 
kepala lingkungan, sehingga tidak efektifnya penyampaian 
aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala lingkungan kepada 
LPMK. 
2. Peranan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum 
maksimal, hal ini terlihat bahwa LPMK di kelurahan Toro tidak 
proaktif terhadap pembangunan fisik sehingga setiap 
pelaksanaan program pembangunan fisik  di kelurahan Toro 
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di pihak ketigakan yaitu dialihkan pada kontraktor yang 
seharusnya menjadi kewenangan dari LPMK.  
5.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan 
pertimbanagan dikemukakan beberapa saran bagi Lurah, LPMK 
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) maupun 
kepada peneliti selanjutnya, yaitu: 
1. Seharusnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat di kelurahan Toro harus lebih 
dioptimalkan, agar aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.  
2. Seharusnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat sebagai penggerak dalam pembangunan lebih 
ditingkatkan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK) harus proktif terhadap pembangunan fisik, 
agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan di 
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Wawancara bersama pak Lurah Kelurahan Toro 
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Wawancara bersama tokoh masyarakat  
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Wawancara bersama kepala lingkungan Balakang kelurahan Toro 
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Wawancara bersama kepala lingkungan Tippulue kelurahan Toro 
 
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 




PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI DALAM NEGERI, 
 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan 
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 
 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 4421); 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang 
Pedoman Dasar Karang Taruna; 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 





Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 





Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. 
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam 
wilayah kerja kecamatan. 
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
6. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 
proses perencanaan pembangunan. 
7. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang 
lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun 
kelurahan. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan 
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. 
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian 
dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus 
RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk 
selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan 
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang 
berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada 
masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat 
Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang 
tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju 
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan 
keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. 
13. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah 
Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra 
Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta 
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah 
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran 
dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi 
muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak 
dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan 
oleh Departemen Sosial. 
15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun 
yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau 
dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas 
harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk 
mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang 
berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, 
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, 








1. Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. 
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas 
prakarsa masyarakat dan/atau alas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah 
melalui musyawarah dan mufakat 
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 




TUGAS DAN FUNGSI 
 
Pasal 3 
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam 
memberdayakan masyarakat desa. 
(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan 
pembangunan secara partisipatif; 
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya 
masyarakat; dan 
d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat. 
(3) Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, 
pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
 
Pasal 4 
 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi: 
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam 
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat; 
d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan 
hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya 
gotong royong masyarakat; 
f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan 
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat. 
 2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi: 
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam 
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat; 
d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta 
pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara 
partisipatif; 
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya 
gotong royong masyarakat; 
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta 
keserasian lingkungan hidup; 
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat 
terlarang (narkoba) bagi remaja; 
h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 
i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan 
j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah 
desa/kelurahan dan masyarakat. 
 
Pasal 5 
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 
a. peningkatan pelayanan masyarakat; 
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
c. pengembangan kemitraan; 
d. pemberdayaan masyarakat; dan 




Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat. 
 
 




Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: 
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; 
b. Lembaga Adat; 
c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; 
d. RT/RW; 
e. Karang Taruna; dan 
f.     Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 
 
Pasal 8 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana 
pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, 
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 
 
Pasal 9 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi: 
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam  
      kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; 
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil   
      pembangunan secara partisipatif; 
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong  
      royong masyarakat; dan 
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta  
      keserasian lingkungan hidup. 
 
Pasal 10 
Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk 
membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat 
dengan Pemerintah Desa dan Lurah. 
 
Pasal 11 
Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
mempunyai fungsi: 
a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 
Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat 
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; 
b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan 
masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan 
masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan 
c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala 




 1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam 
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 
 2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 
a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda 
Kabupaten/Kota; 
b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; 
c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, 
RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah 
disusun dan disepakati; 
d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya 
keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan 
kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup 
kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; 
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; 
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan 
kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; 
h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan 
dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK 
setempat; 
i. melaksanakan tertib administrasi; dan 




Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 mempunyai fungsi: 
a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 
program PKK; dan 
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. 
 
Pasal 14 
RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu 
Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 
 
Pasal 15 
RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai 
fungsi: 
a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; 
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan 
aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.  
 
Pasal 16 
Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas 
menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi 
muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi 
muda di lingkungannya. 
 
Pasal 17 
Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
mempunyai fungsi: 
a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; 
b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; 
c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di 
lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; 
d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di 
lingkungannya; 
e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab 
sosial generasi muda; 
f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, 
kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab 
sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis 
lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di 
lingkungannya secara swadaya; 
h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial; 
i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan 
berbagai sektor lainnya; 
j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; 
k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat 
terlarang (narkoba) bagi remaja; dan 
I.  penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam 




(1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman 
pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
(2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 







Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. penduduk setempat; 
c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan 
d. dipilih secara musyawarah dan mufakat. 
 
Pasal 20 
(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; dan 
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. 
(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan 
anggota salah satu partai politik. 
(3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 
(4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun 







 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat 
kemitraan, konsultatif dan koordinatif. 
 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan 
lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif. 




 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat 
konsultatif dan koordinatif. 
 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga 
Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif. 
 3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di 







 1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga 
Kemasyarakatan. 




Pembinaan Pemerinlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi : 
a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan; 
b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan; 
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga 
Kemasyarakatan; dan 




Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi 
a. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan; 
b. memberikan bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan; 
c. memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan; 
d. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan 
Lembaga Kemasyarakatan; 
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi; 
f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan; dan 
g. memberikan penghargaan alas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.  
 
Pasal 26 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2) meliputi : 
a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga 
Kemasyarakatan; 
b. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan 
Lembaga Kemasyarakatan; 
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan; 
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; 
dan 
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; 
g. memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan. 
 
Pasal 27 
Pembinaan dan Pengawasan Carnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
meliputi : 
a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga 
Kemasyarakatan; 
b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan; 
c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 
e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga 
Kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 
f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; 
dan 








Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari : 
a. swadaya masyarakat; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran  
      Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; 
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 
 
Pasal 29 
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari : 
a. swadaya masyarakat; 
b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan 
c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 






Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai 
Ibukota Negara Republik Indonesia, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan 







 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan 
Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 
kondisi social budaya masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
 2) Peraturan daerah kabupaten/kota mengenai Lembaga Kemasyarakatan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. tata cara pembentukan; 
b. maksud dan tujuan; 
c. tugas, fungsi dan kewajiban; 
d. kepengurusan; 
e. tata kerja; 
f. hubungan kerja; dan 
g. sumber dana. 
 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai 
dengan pengesahan; 
b. maksud dan tujuan; 
c. tugas, fungsi dan kewajiban; 
d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa 
bhakti pengurus, hak dan kewajiban; 
e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban; 
f. tata kerja; dan 
g. sumber dana. 
 
Pasal 32 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Pebruari 2007 
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